BAB IV
ANALISISWACANA PEMBERITAAN PENGGUNAAN JILBAB BAGI

POLISI WANITA

Penulis menggunakan analisis wacana untuk menganakks berita
penelitian. Analisis wacana merupakan suatu caa atetode untuk mengkaji
wacana yang terdapat atau terkandung dalam pesan-gemunikasi, baik secara
tekstual maupun kontekstual (Pawito, 2007: 170huRe menggunakan analisis
wacana model Teun A van Dijk dalam penelitian Wfan Dijk menggambarkan
wacana ke dalam tiga dimensi, yaitu teks, kognisiad, dan konteks sosial.
Pertama, dimensi teks, van Dijk melihatnya sebagai suatugbhaan yang terdiri
atas tiga struktur saling mendukung dan di dalameydapat elemen-elemen
lebih kecil. Kedua, dimensi konteks sosial, mempelajari bangunan wagamg
berkembang dalam masyarakat mengenai suatu makateda, dimensi kognisi
sosial, mempelajari proses produksi teks beritayyaelibatkan kognisi individu
wartawan (Eriyanto, 2001: 224).

Terdapat enam berita yang penulis analisis dalamimia Keenam berita
tersebut terbagi dalam tiga keteggertama, belum mengizinkan penggunaan
jilbab, meliputi berita tanggal 5 dan 16 Juni 2018edua, mengizinkan
penggunaan jilbab, meliputi berita tanggal 20 danNbvember 2013Ketiga,
menunda penggunaan jilbab bagi polwan, meliputitdodanggal 30 November

dan 10 Desember 2013.
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4.1. Analisis Teks
4.1.1.Beritatanggal 5 Juni 2013 berjudul Polwan Mintalzin Berjilbab
a. Tematik

Elemen tematik mengamati teks dari topik yang diahglalam
berita. Topik menunjukkan inti informasi dalam Ierihal tersebut
dapat dilihat dariead (teras berita), yaitu:

Beberapa waktu lalu, Majelis Ulama Indonesia (MUI)

mendapatkan pengaduan dari salah seorang pererapggota

kepolisian yang tak diperbolehkan mengenakan jillhaiporan
tersebut pun segera ditanggapi.

Topik yang ingin disampaikan dalam berita yakni gatuan
seorang polisi wanita (polwan) yang tidak diperb&bin mengenakan
jilbab kepada MUI. Wartawan menggunakan kata petampyang
mengandung konotasi untuk menunjuk pada polwan. talwan
menginginkan publik mengetahui bahwa polwan tidandapat izin
untuk memakai jilbab saat bertugas. Tujuannya gmhak yang
berkompeten seperti MUI, DPR, dan Polri segera mggapi hal itu.

Hal ini penting untuk diperhatikan karena pada kgselarangan
penggunaan jilbab siswi sekolah negeri pada talfiB0-an sudah
menemukan solusi. Berupa penyempurnaan peraturaagase
sekolah dan memasukkan seragam jilbab dalam SK
100/C/Kep/D/1991, setelah terjadi pembicaraan siteamtara MUI,
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, serta dukurdgi

berbagai pihak (Syamsudini, diakses 9 Juni 201&suk tersebut

menguatkan bahwa jilbab menjadi suatu keharusam ydjamin
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dalam surat keputusan dan konstitusi. Republikdakeberharap
polwan akan mendapat izin berjilbab jika berbaghak membantu
memperjuangkan hal tersebut, seperti siswi sekotgjeri saat itu.

. Skematik

Skematik merupakan strategi wartawan untuk mendyiopik
yang ingin disampaikan, dengan memberi penekangmiayang
didahulukan lalu mana untuk selanjutnya. Susunaseb@t bisa
menunjukkan bagian penting dan kurang penting,rédpeikut:

Republika mengawali berita berjudul Polwan Mintainlz
Berjilbab, dengan mengatakan MUI mendapatkan peragadiari
polwan yang tidak diperbolehkan mengenakan jilb&blanjutnya,
Republika menuliskan pendapat Wakil Sekretaris dehd MUI
Tengku Zulkarnaen, bahwa alasan melarang polwanakanjilbab
bertolak belakang dengan Undang-undang Dasar (L1985.

Pada pertengahan berita, Zulkarnaen terkesan mesganika
kepolisian tidak megeluarkan peraturan perizinalwao berjilbab,
maka jalan yang ditempuh yaitu datang ke MahkamahsKtusi
(MK) untuk membatalkan pelarangan. Dilanjutkan dsgat polwan
Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) yamgadu kepada
Ustaz Wahfiudin tentang keinginannya berjilbab dsatinas. Ustaz
Wahfiudin juga terlihat mendukung keinginan polw&welanjutnya,
wartawan menjelaskan, polwan Jateng pernah menslisat

permintaan izin berjilbab, namun tidak dikabulkdahkan keluar
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peraturan yang menegaskan polwan berjilbab harperfablenhkan di
Polda Aceh. Pada akhir berita, wartawan menuliskemdapat
anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PK®)udain, yang
berjanji menindaklanjuti keinginan polwan mengemajdab.

Republika mengawali berita dengan menuliskan hhalylag
dilanggar Polri jika melarang penggunaan jilbabilagwan, baru
dilanjutkan kronologi dan pendapat polwan yang nregigkan
berjilbab. Susunan tersebut terkesan mebangunnatatif kepolisian
sebagai instansi penegak hukum, yakni jika tidakgrenkan polwan
berjilbab, maka Polri akan melanggar UUD 1945. Dggas dengan
pemilihan narasumber kontra terhadap tidak diizina polwan
berjilbab. Seperti pemilihan pendapat MUI, diletakkpada awal
berita dan diberi porsi banyak, sehingga mengesattak perlu ada
pelarangan karena lembaga pemberi fatwa permasal@sgamaan
sudah menegaskan Polri akan melanggar hak mengadab&dah.
. Semantik

Semantik mempelajari makna apa yang ditekankamd#gés,
terdapat beberapa elemen elemen yang diamati, Yatitn, detil,
maksud, dan pra anggapan.

c.l. Latar

Latar dapat menjadi alasan pembenaran gagasan yang

diajukan suatu teks, dipakai untuk menyediakanr lbtakang

akan dibawa kemana makna teks tersebut. Sepedikadichat:
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Sejumlah polwan yang bertugas di Polda Jateng sudah
pernah menulis surat kepada Kapolri agar mendapat |
mengenakan jilbab, tetapi tidak dikabulkan. Bahlsmtelah

itu keluar surat edaran Kapolri yang menegaskarwaah

yang boleh berseragam Polri dengan mengenakarb jilba

hanya polwan yang bertugas di Polda NAD.

Kata sudah pernah, pada awal kalimat menjadi b&kat
yang ingin disampaikan wartawan. Dilanjutkan pemgzun
koherensi atau kepaduan makna, pada kata tetapig ya
menyatakan pertentangan. Berfungsi menambah kapelsisatu
pemaparan, Yyaitu surat permohonan izin Dberjilbabakti
dikabulkan kapolri. Wartawan juga memberi penekanan
menggunakan kata hubung bahkan. Bermaksud menamukk
akibat dari permohonan izin berjilbab yaitu kelgarat edaran
kapolri yang menegaskan seragam jilbab Polri haogéuk
polwan di Polda Aceh. Alasan tersebut menjadi lh@liakang
polwan Jateng mengadu mengenai tidak diizinkaneygllmab.

Republika ingin mengatakan bahwa sejumlah polwaalsu
berusaha meminta izin berjilbab pada kapolri, aksapi hasilnya
tidak sesuai harapan. Akan lebih efektif jika maskat dari
berbagai kalangan ikut bertindak dan mendukung zioeam
pemakaian jilbab bagi polwan.

Detil
Elemen wacana detil berhubungan dengan kontrotrrdsi

yang ditampilkan wartawan dalam berita, diuraikagcasa

panjang atau tidak. Detil berita yaitu:
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Dalam pasal 29 UUD 1945, tersirat adanya jaminan
kebebasan untuk menjalankan syariat sesuai ke@ancay
agamanya. Dalam Islam, mengenakan jilbab bagi
perempuan hukumnya wajib. “Seandainya Kepolisian
Republik Indonesia (Polri) melakukan pelarangan
pemakaian jilbab, tentu ini melanggar UUD 1945.”
Penggunaan kata jaminan dalam kutipan tersebut
menunjukkan telah ada lindungan hak menjalankataibalalam
UUD 1945, dasar dari semua undang-undang. Kataasydean
dasar hukum jilbab terkesan dipengaruhi ideologisl&man
Republika. Republika menampilkan pendapat secartailde
dimulai dari pasal dan isi undang-undang yang nmeimja
kebebasan menjalankan ibadah, hingga hukum jillaédndIslam
bagi wanita. Strategi tersebut membangun wacanadabbagai
lembaga penegak hukum, Polri telah mengabaikanngmhak
dalam UUD 1945, bahkan melanggar konstitusi apatiak
mengizinkan polwan berjilbab.
Maksud
Elemen maksud menunjukkan bagaimana secara implisit
dan eksplisit wartawan menggunakan praktik bahaseentu
untuk menonjolkan kebenaran dan menyembunyikan nezba
tersebut. Perhatikan paragraf berikut:
Cukup banyak anggota polwan yang ingin berseragam
dengan memakai jilbab. Tapi sayangnya, keinginama pa
polwan tersebut tampaknya terbentur dengan belanyad
peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia @dp
yang mengatur tentang penggunaan seragam polwan

berjilbab di luar Kepolisian Daerah (Polda) Nangfseh
Darussalam (NAD).
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Republika menjelaskan secara implisit mengenai gaml
polwan yang ingin berjilbab, hanya menuliskan cukgmyak.
Selanjutnya, secara eksplisit menuliskan alasahal@ngnya
keinginan polwan menggunakan jilbab saat berdinaserna
belum ada peraturan kapolri tentang penggunaamaeriilbab
polwan di luar Polda Aceh. Penulisan tersebut sakememberi
maksud tidak sedikit polwan yang ingin berjilbabamun
terhalang dengan belum adanya peraturan seradaab ji luar
polda Aceh. Paragraf tersebut memperlihatkan ekspecewa
Republika terhadap Polri, dan terkesan menunggukédn Polri
mengeluarkan peraturan seragam jilbab polwan.

Pra anggapan

Elemen wacana pra anggapan merupakan upaya mermggdukun
pendapat dengan memberikan premis yang dapat dizerc
kebenarannya. Pra anggapan berita ini yaitu:

“Seandainya Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

melakukan pelarangan pemakaian jilbab, tentu ini

melanggar UUD 1945.”

Republika  menggunakan kata seandainya untuk
memandang peristiwva yang mungkin terjadi. Penemphtda
seandainya, pada awal kalimat terkesan menghakika |
pengandaian terjadi. Republika menekankan pendapiearnaen
pada kalimat, “tentu ini melanggar UUD 1945” jikaol®

melarang pemakaian jilbab bagi polwan. Republikekesan
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memperingatkan Polri dan menunjukkan akibat dalarpegan
pemakaian jilbab polwan.
d. Sintaksis
Sintaksis mempelajari bagaimana pendapat narasumber
ditampilkan dalam berita. Elemen yang diamati $isig meliputi
kata ganti, koherensi, dan bentuk kalimat.
d.1. Kata Ganti
Elemen kata ganti digunakan untuk menunjukkan diana
posisi seseorang dalam wacana atau berita. Litiatdteberikut:

“Kami akan bicarakan persoalan ini secepatnya denga
Kapolri,”

Kata ganti kami menunjukkan orang pertama jamalkgyan
menyatakan kelompok di luar pembaca, sehingga mieakikan
jarak antara pembaca dan narasumber berita. Kath k@ami
dalam berita tersebut, mewakili Zainuddin dan atgdePR dari
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai politik baesis Islam.
Pemilihan tersebut tentunya mengandung maksud, dRkau
memandang DPR sebagai dewan yang berwenang membuat
undang-undang. Setidaknnya, menyampaikan permasalah
mengenai tidak diizinkannya polwan berjilbab kepg@a akan
membawa perubahan, ditambah dengan PKS sebagaii sk,

tentu aspirasi polwan akan mendapat respon serius.
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d.2. Koherensi

Koherensi merupakan pertalian antarkata, propcsisu
kalimat, yang ditampilkan dalam bentuk sebab akibeta juga
sebagai penjelas. Koherensi berita ini yaitu:

Sejumlah polwan yang bertugas di Polda Jateng sudah

pernah menulis surat kepada Kapolri agar mendapat i

mengenakan jilbab, tetapi tidak dikabulkan.

Republika menggunakan koherensi pertentangan dengan
kata penanda tetapi, untuk memperjelas pemaparatimat
kedua menduduki posisi lebih penting daripada ypegama
Terdapat penekanan yang ingin diperlihatkan Rekaplyaitu
Kapolri tidak mengabulkan keinginan polwan Poldidg untuk
berjilbab. Kalimat tersebut menggambarkan usahaagrolyang
belum mendapatkan hasil. Republika terkesan inginunjukkan
usaha tersebut kepada publik, dan mengharapkamdakuagar
polwan mendapat izin berjilbab.

d.3. Bentuk Kalimat

Bentuk kalimat menentukan apakah subjek diekspansik
secara eksplisit atau implisit dalam teks beriteepuiblika
menggunakan kalimat aktif untuk menuliskan kalilverikut:

Seorang polwan yang pernah bertugas di jajararaRiada

Tengah (Jateng) sempat mengadu kepada Ustaz Wiahfiud

tentang keinginannya mengenakan jilbab.

Kalimat aktif memberi penekanan pada siapa yang

melakukan. Pada kalimat tersebut, wartawan mendggunkata
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mengadu, dengan menjelaskan secara eksplisit baioivean
menyampaikan keinginannya mengenakan jilbab kepetdaz.
Subjek dalam kalimat tersebut adalah polwan yanggadukan
keinginannya berjilbab.

e. Stilistik

Stilistik mempelajari pilihan kata apa yang dipakalam teks.
Elemen yang diamati adalah leksikon, mengenai pleanilkata atas
berbagai kemungkinan kata yang tersedia. Padaabiaiitleksikon
terlihat dalam kalimat sebagai berikut:

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal MUI KH Tengku

Zulkarnaen, alasan yang dikemukakan dalam melarang

perempuan yang berprofesi menjadi polisi untuk mengdbab

bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar (Ul9B%.

Wartawan Republika memilih kata “melarang” untuk
menuliskan pendapat Zulkarnaen. Kata lain yang miemmakna
hampir sama dengan melarang, yaitu menghalangi,bai@si, tidak
memperbolehkan. Kata melarang, menggambarkan trdaipak
yang tidak memperbolehkan penggunaan jilbab balyvgmg dalam
hal ini pihak yang dimaksud adalah Polri. Polrkéman mengabaikan
hak menjalankan ibadah sesuai agama, yang dilindladgm UUD

1945, dengan tidak memperbolehkan polwan berjifizett bertugas.

f. Retoris

Retoris berhubungan mengenai bagaimana dan deagarapa
penekanan dilakukan dalam teks. Elemen yang diawyeitu grafis,

metafora, dan ekspresi.
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f.1. Grafis
Grafis digunakan untuk memeriksa apa yang ditoajolk

oleh seseorang dalam teks.

Kami akan
bicarakan
persoalan ini

secepatnya
dengan Kapolri.

Republika menaruh perhatian besar pada berita chérju
Polwan Minta lzin Berjilbab, dengan menonjolkan iganh
wawancara dari anggota DPR fraksi Partai Keadilajatera
(PKS) Zainuddin. Kutipan tersebut ditulis dalam toéncapture
dengan warna latar hitam, tulisan putih, dan bedselngkaran
sehingga terlihat menonjol. Warna hitam menyimbolka
kekuasaan, putih melambangkan harapan, sedanghkgkaidan
menggambarkan kesatuan utuh. Maksud dari gambsebiet;
yaitu Republika, polwan, dan narasumber berharagr &PR
serta kapolri, selaku pihak yang berkuasa, segezaangani
permasalahan penggunaan jilbab polwan.

f.2. Metafora

Metafora digunakan sebagai ornamen dari buku, bisa
disampaikan lewat kiasan, ungkapan sehari-haritpp sebagai
alasan pembenar atas pendapat tertentu kepadk.pMdieliafora
berita ini terlihat pada kalimat:

“Sudah lebih dari tiga tahun hati nurani saya nr@nje
karena sepulang dari menunaikan ibadah haji”
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Sekilas, kalimat tersebut menggambarkan hati nurang
menjerit, seperti mulut manusia. Makna yang dimekdalam
kalimat yakni rasa ingin melawan atau memberontakaidap
peraturan Polri yang tidak memperbolehkan polwarjillbab.
Polwan tersebut ingin mengenakan jilbab semenjakangu
menunaikan ibadah haji, untuk melengkapi ketaatrhatap
perintah agama Islam.

. Ekspresi

Elemen ekspresi bertujuan memeriksa apa yang diteka
oleh seseorang dalam teks. Berikut ekspresi da&itab

Di Aceh, kata Tengku, polwan diwajibkan mengenakan

jilbab. la pun menyayangkan mengapa hal itu hamjahb

di Aceh, bukan di seluruh wilayah Indonesia. “Jika

alasannya kebijakan otonomi khusus, mengapa kelnijak

ini tidak bisa diperlebar pada tingkat nasional@imya.

Paragraf tersebut menunjukkan ekspresi kecewa atau
penyesalan Zulkarnaen terhadap kebijakan seragdbab ji
polwan, dengan mengatakan, “Jika alasannya kelpijakanomi
khusus, mengapa kebijakan ini tidak bisa diperlgizala tingkat
nasional?” Zulkarnaen menunjukkan kekurangpuasanadep
kebijakan perizinan berjilbab hanya diterapkan didB Aceh,
bukan di seluruh Indonesia. Republika memandangasalahan

tersebut sebagai persoalan Nasional, karena maayanaonesia

mayoritas Muslim, sehingga pemakaian jilbab harizsnan.
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4.1.2.Berita tanggal 16 Juni 2013 berjudul Pimpinan Polri tak Berhak
L arang Polwan Berjilbab
a. Tematik
Topik dalam berita ini tentang tidak ada alasamukimhelarang
polwan mengenakan jilbab, dengan mengahebd:
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan syaridanhs
mewajibkan kepada setiap perempuan untuk menutugt. au
Karena itu, kata Wakil Sekretaris Jenderal MUI Arfsiyah,
tidak ada alasan bagi polwan untuk tidak berjilbdban
pimpinan polisi tidak ada hak untuk melarang polwan
berjilbab,” katanya kepada Republika, di Jakartdt® (15/6).
Wartawan Republika menuliskan sikap MUI yang meskga
hukum menutup aurat dalam Islam. Dilanjutkan kagsghubung
antarkalimat, menyatakan akibat yang seharusnyakudkbn.
Republika menggunakan sudut pandang keagamaan deanliskan
lead berita. Mengesankan tidak perlu ada pelarangaenkalembaga
pemberi fatwa permasalahan keagamaan telah memegkstajiban
wanita menutup aurat, termasuk bagi polwan. Al gquwarat Al ahzab
ayat 59 juga menjelaskan perintah menggunakanbjilegar wanita
terhormat tidak mendapat gangguan dari laki-lakil ja
b. Skematik
Judul berita yang dipilih Republika yaitu Pimpin&olri tak
Berhak Larang Polwan Berjilbab. Sudut pandang demiengenai
jilbab bisa menyesuaikan pola pakaian dinas. Pafragertama

diawali dengan sikap MUI yang menegaskan syaridamis

mewajibkan perempuan menutup aurat. Landasan térsednjadikan
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Wakil Sekretaris Jenderal MUl Amir Syah, untuk matagan
pimpinan Polri tidak berhak melarang polwan beajib Paragraf
kedua, Amir meminta peninjauan ulang SK Kapolrreke jilbab bisa
menyesuaikan pakaian dinas.

Pertengahan berita, muncul pendapat Presidium &si@n
Police Watch (IPW) Neta S Pane. Pane menganggap ¥ikakapolri
Nanan yang memberi pilihan polwan untuk mengundurdtiai jika
ingin berjilbab sangat otoriter. Menurutnya, jilbgdenting untuk
mengindarkan polwan dari tindak pelecehan seksaalg yterjadi
karena pakaiannya cenderung ketat. Pada akhiap®&dtne memberi
masukan kepada polwan untuk meminta dukungan fegéompeten
melindungi hak asasi. Selain itu meminta polwan caenreferensi
yang menegaskan pemakaian jilbab tidak mengganggerj&
polwan. Tujuan akhir yang diharapkan Pane adalagale pemakaian
jilbab oleh polwan diharapkan dapat memenuhi pahininenutup
aurat dan menghindarkan dari pelecehan seksual.

Republika hanya menampilkan dua pendapat narasubeiiés,
serta hanya menuliskan pernyataan ketidaksetuj@imyd, tanpa
mewawancarai instansi kepolisian. Republika tenkesaencari
penguat untuk menolak pelarangan penggunaan jibetpihak yang
berkompeten mengomentari, seperti MUI, sebagai &galpembuat
fatwa, dan IPW, sebagai lembaga pengamat Polri. ulbtié@a

mengambil sudut pandang sosial keagamaan saat imegmiipan
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pendapat narasumber, sehingga terlihat menjunjakg beribadah.
Republika seolah menjadi wadah dan bagian darialgaibpihak
kontra dengan permasalahan tersebut, serta terkesadesak Polri
untuk mengizinkan polwan berjilbab.
. Semantik
c.1l. Latar
Latar yang diambil wartawan Republika dalam berita
Pimpinan Polri Tak Berhak Larang Polwan Berjilbwditu:
Menurutnya, alasan pelarangan jilbab tidak memdi&sar
yang kuat untuk diterapkan. Setiap manusia memiig
untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing
masing. “Tidak ada alasan dilarang. Toh, bisa ds&an.”
Melalui pendapat Amir, wartawan Republika ingin
menunjukkan latar belakang tidak perlunya pelarangjhab.
Setiap menusia memiliki hak beribadah sesuai kaygaen yang
dijamin dalam kontitusi. Termasuk ibadah menutumtadengan
jilbab, sehingga tidak ada alasan melarang pentakgizab.
Republika ingin menyampaikan model jilbab tidak sanya
berbentuk besar dan terdapat juntaian kain yangtaapnganggu
kinerja, tetapi model jilbab bisa menyesuaikan pakainas agar
tetap nyaman tanpa meninggalkan esensi menutupt. aura
Republika menganggap permasalahan tersebut sebagai

ketidakadilan penerapan hak asasi manusia, kaemalpolwan

Aceh yang diperbolehkan berjilbab.
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c.2. Detil

Polwan harus mengonsolidasikan diri ke Komisi [IP®
RI, ormas Islam, dan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak. Konsolidasi inukin
meminta dukungan dan menekan pimpinan Polri.
Paragraf tersebut menyebutkan secara detail kegiapa
saja polwan menggalang dukungan perizinan berjillBadwan
diminta bersatu dengapertama, Komisi Ill DPR RI, bertugas
melindungi hak asasi manusidedua, ormas Islam, organisasi
yang berjuang di bidang dakwahKetiga, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang
memperjuangkan hak perempuan. Republika mengardgragan
bersatunya pihak-pihak tersebut dapat memperkuagkén
polwan mendesak Polri agar mengizinkan polwan Ibahi
Pemunculan pendapat tersebut mengesankan bahwéabliRapu
setuju dan menganjurkan konsolidasi dilakukan plaivan.
c.3. Maksud
Kerena itu, Amir meminta agar surat keputusan Kiahb
Pol: Skep/702/IX/2005 yang melarang polwan berilba
bisa ditinjau kembali. Hal tersebut dibutuhkan kntu
melihat substansi pemakaian jilbab, yaitu menutupata
bagi polwan Muslim.
Maksud dari paragraf tersebut mengenai permintaakilW
Sekretaris Jenderal MUI Amir Syah, untuk menilikideali Surat
Keputusan (SK) Kapolri yang melarang polwan beajib

Penggunaan konjungsi pada kata “hal tersebut”, mjakkan

tujuan yang diharapkan, yaitu jilbab menutup aptvan. MUI
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terlihat bersikukuh memperjuangkan hak dan kewajipalwan
untuk menutup aurat. Republika seperti ikut mempeainjauan
SK tersebut, dengan menuliskan kata “hal terseibutuhkan”.

c.4. Pra anggapan

Jilbab sebenarnya penting bagi polwan untuk merigiin

pelecehan seksual dari sesama anggota polisi dsaratya.

“Ini baik untuk menghindari pelecehan seksual,ttaya.

Penggunaan kata sebenarnya, menyatakan keadaan yang
seharusnya benar tetapi belum terlaksana. Repubkkasaha
menunjukkan pentingnya jilbab bagi polwan saat ibas]
berkaca pada pengalaman terdahulu, yaitu terdaypaap yang
mengalami tindak pelecehan oleh anggota polisi. eBiep
pelecehan yang dialami Brigadir Polisi Satu (BrjpRani oleh
atasannya saat mengukur pakaian. Sehingga jilblhragikan

menjadi pelindung polwan dari tindak asusila.

d. Sintaksis
d.1. Kata Ganti

Di banyak negara, banyak polwan yang mengenakaabjil
Di dalam negeri, polwan di Aceh bisa dijadikan cint
Tugas mereka tidak terganggu meski mengenakaibjilba
Kata ganti mereka digunakan untuk menyebut oramig&ke
jamak atau orang yang dibicarakan, dengan jumlaih gari dua.
Wartawan Republika menggunakan kata ganti merekakun
menunjuk polwan di Aceh dan negara lain yang mengkgan

jilbab. Kalimat tersebut ditampilkan sebagai penddag dan

contoh, yakni meskipun polwan mengenakan jilbabpietugas
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mereka tidak terganggu. Republika ingin mematahkisan
jilbab mengganggu kinerja polwan, dengan menyuguhakti
polwan berjilbab di berbagai negara, termasuk Aceh.

d.2. Koherensi

Tren jilbab tidak harus “gombrong”, namun tetap otepi
aurat wanita yang seharusnya ditutup.

Kalimat tersebut menggunakan koherensi pertentangan
dengan konjungsi namun. Berfungsi menghubungkarkdlimat
dengan fakta berbeda, yakni pada “tren jilbab tidsrus
gombrong” dengan “tetap menutupi aurat wanita ysettarusnya
ditutup”. Anak kalimat digunakan untuk menjelaskan
permasalahan kalimat pertama. Republika ingin nmepgikan
pesan kepada Polri melalui pernyataan Amir, bahlvaly yang
kelak dipakai polwan tidak harus gombrong, namutapte
menutupi aurat. Penggunaan kata gombrong memilikksond
terlalu longgar seperti baju takwa yang digunakanita Muslim.

d.3. Bentuk Kalimat

Presidium IPW Neta S Pane menyayangkan pernyataan

Wakil Kepala Polri Komjen Nanan Sukarna yang

memberikan pilihan bagi polwan yang ingin berjilbadpar

meninggalkan statusnya sebagai polisi alias mengiad

diri atau pensiun.

Penggunaan kalimat aktif pada kata memberikan,rgeca
eksplisit menunjukkan bahwa Sukarna telah menyadiak

konsekuensi bagi polwan yang ingin berjilbab. Kdosasi

tersebut yakni melepas statusnya sebagai polisimgatersebut
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mencerminkan sikap setuju Republika dengan pendzgat dan
ikut menyayangkan pernyataan Sukarna. Penekanarg yan
dilakukan yakni Sukarnalah yang memberi piliharsebut, dan
polwan sebagai penerima konsekuensi. Penulisam&&tersebut
memberi kesan bahwa instansi kepolisian kaku dafemnyikapi
keinginan anggotanya menjalankan perintah agama.
e. Stilistik
Jilbab sebenarnya penting bagi polwan untuk merigiin
pelecehan sesksual dari sesama anggota polisitdsanaya.
Lihat juga kalimat berikut:
“Itu .bukanlah pernyataan arif dari seorang pemimf@angat
otoriter,”

Wartawan Republika memilih kata pelecehan seksurliku
menunjukkan tindakan yang diterima polwan karenapdieian
cenderung ketat. Kata lain yang bisa dipakai sglalaecehan seksual,
yaitu tindak asusila, merendahkan, cabul, dan kiada&idak bermoral.
Pemilihan kata pelecehan seksual memiliki makna ligihp
menyembunyikan tindakan buruk yang pernah diterigemrang

polwan saat bekerja di kepolisian, dengan tujuanghargainya.

f. Retoris
f.1. Grafis

Tren jilbab tidak harus “gombrong”, namun tetap otepi

aurat wanita yang seharusnya ditutup. Dan kaliragkot:

Neta menegaskan, pelecehan seksual terhadap polwan
sangat besar kemungkinannya, melihat pakaiannyg@ yan
“cenderung” ketat.

Penggunaan tanda petik dua oleh wartawan mengandung

maksud bahwa kata di dalamnya memiliki makna khuysursy
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ingin ditekankan. Kalimat pertama bermaksud meskagla model
jilbab yang nantinya dipakai oleh polwan tidak sakedodoran
atau terlalu besar, seperti kesan orang ketika eregat kata baju
Muslim. Jilbab dapat disesuaikan agar menunjangkgpolwan
di lapangan. Pada kalimat kedua, wartawan ingin amgtkan
salah satu peluang terjadinya pelecehan seksua galami
polwan dikarenakan pakaian polwan yang condonge ketat.

Metafora

Kiasan dalam berita dapat dilihat dalam kalimat:

“ltu bukanlah pernyataan arif dari seorang pemimpin
Sangat otoriter,”

Wartawan Republika menuliskan pendapat Presidiud IP
Pane mengenai pernyataan Wakapolri Nanan Sukaata. y@ng
dituliskan wartawan vyaitu “ltu bukanlah pernyataanif”,
memiliki maksud itu bukanlah pernyataan bijak, gEndan tidak
seharusnya diucapkan seorang pemimpin. Penulisdipaku
langsung tersebut memunculkan opini publik bahwgalze
kepolisian tidak mencerminkan sikap bijaksana eakesan tidak
dapat mengayomi anggotanya.

Ekspresi

Terdapat ekspresi kontra perihal masalah ini, aedebut
terlihat dalam kalimat:

Pihaknya sangat tidak setuju dengan pakaian polwag

terlalu seksi dan ketat, seperti rok yang terlahggdi dan
baju yang terlampau ketat.
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Republika memunculkan pendapat Amir yang mewakili
MUI. Sebagai lembaga yang mengayomi umat Muslim, | MU
menyatakan sangat tidak setuju terhadap pakaiamaposelama
ini, ditunjukkan dengan kata seksi yang mengandkmgptasi
negatif, merangsang berahi. Pada pembertiaanrkaRepublika
hanya menampilkan ekspresi narasumber yang koetheadap
belum diizinkannya penggunaan jilbab polwan, darketan
menghakimi Polri. Republika terlihat memberi permatberita
dan terkesan ikut tidak menyetujui keputusan pgdmng belum
mengizinkan polwan berjilbab, dengan mencari pengeadapat.

4.1.3.Berita tanggal 20 November 2013 berjudul Mulai Hari Ini Polwan
Bebas Kenakan Jilbab

a. Tematik

Wartawan Republika memberi judul berita “Mulai Hdrii
Polwan Bebas Kenakan Jilbab”. Judul tersebut masieah topik dan
isi berita yang disampaikan. Topik tersebut adalah:

Perizinan penggunaan jilbab bagi polisi wanita mametitik

terang. Polri akhirnya memberikan keleluasaan hagwan

mengenakan jilbab mulai Rabu (20/11). Kapolri Jealde

Sutarman memberikan restu kepada seluruh polwankunt

berjilbab karena menutup aurat merupakan hak setéapsia.

Topik berita menceritakan kabar gembira bagi polwarena
keinginannya menggunakan jilbab saat bertugas wilaimkan oleh
kapolri. Wartawan seolah menggambarkan usaha pataarberbagai

pihak dalam memperjuangkan penggunaan jilbab polveaat

bertugas akhirnya menemui hasil, dengan adanya desi Kapolri
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Jenderal Sutarman. Dasar penggunaan jilbab digghaskbagai hak
setiap manusia yang dijamin negara dalam konstitBgirizinan
tersebut memang seharusnya diberikan bagi polwarenk dalam
UUD 1945 pasal 29 ayat 2 telah mempertegas kebelpasajalankan
ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-maéeiidpat hal

tersebut, seharusnya penggunaan jilbab sudahldiizisaat konstitusi
diterapkan dalam masyarakat.

. Skematik

Berita diawali dengan informasi perizinan jilbabgb@aolwan
oleh Kapolri Jenderal Sutarman mulai 20 Novemberl320
Selanjutnya, Sutarman menjelasakan syarat jilbakiy ynodel dan
warnanya harus sama dengan seragam polwan Acehin Sal
polwan harus membeli jilbab sendiri karena beluna athggaran
penyediaan. Paragraf selanjutnya, Republika meskata awal
munculnya desakan perizinan jilbab polwan saat dpradmasih
menjabat Kapolri, namun baru mendapat izin saatippm Polri
digantikan Sutarman, meski belum ada Peraturan IKafperkap)
untuk memperkuat perizinan.

Paragraf selanjutnya, Republika menampilkan pertdapa
narasumber yang mendukung langkah Sutarman. Dimdéai
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)arHidah
Abdurrahman, yang siap membantu mewujudkan anggpgitzab.

Diakhiri pendapat anggota Komisi Il DPR Ahmad Yarjang
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mendukung sikap Sutarman meski perkap belum tev@hi juga
sedang menyiapkan anggaran penyediaan jilbab.

Republika menempatkan pernyataan  Sutarman  yang
mengizinkan polwan berjilbab pada awal berita. Bjigan kronologi
awal munculnya desakan perizinan polwan berjillibakhir berita
barulah ditampilkan pendapat narasumber yang serauaendukung
sikap Sutarman meski perkap belum terbit. Susuar@elbut memberi
kesan Sutarman sebagai pahlawan polwan Muslimpisyeadianggap
sangat tepat, dan memang harus dilakukan. Wartajyaa
membandingkan masa jabatan Pradopo yang tidak pugreserius
permasalahan jilbab polwan dengan Sutarman yanggiziekan
polwan berjilbab, sehingga menimbulkan kesan Swarfabih bijak
dan menghargai hak beribadah polwan.

. Semantik

c.1. Latar
Desakan perizinan berjilbab untuk polwan telah nalinc
sejak pertengahan 2012 ketika Jenderal Timur Pradop
masih menjabat kapolri. Meski tak menolak usulan it
Timur tak kunjung mengeluarkan Perkap terkait atura
berjilbab. Sutarman juga tak mengeluarkan perkefapt
mempersilakan polwan berjilbab dan menjamin tak ada
teguran atau sanksi.
Latar yang dituliskan Republika mengenai awal mimau

desakan perizinan berjilbab bagi polwan, ketikadBpa masih

menjabat sebagai kapolri. Republika membandinghap antara

mantan Kapolri Timur dan Kapolri Sutarman, dalammarggapi



c.2.

c.3.

90

desakan perizinan jilbab polwan. Melalui paragrafseébut,
Republika seakan menyanjung atau memuji sikap Batar
dibanding Pradopo. Republika ingin menyampaikarrjzipan
polwan berjilbab seharusnya diberikan sejak Pradopasih
menjadi kapolri, karena antara Sutarman dan Pradapm-sama
belum menerbitkan perkap. Perbedaannya Sutarmagizirdan
polwan berjilbab, dan mendapat sambutan baik dasiyarakat.
Detil

“Mudah-mudahan polwan dapat memanfaatkan kesempatan

ini artinya, berjilbab dengan menggunakan rok pamja

celana panjang, dan baju lengan panjang.”

Republika menuliskan secara detil pendapat Hamidah,
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional. Bahwa, busgolwan
berjilbab meliputi rok panjang, celana panjang, dbaaju
berlengan panjang. Pengulangan kata panjang medamu
penekanan pada setiap kriteria seragam jilbab haitus panjang,
sebagai bentuk respon positif atas restu dari ®atar Kriteria
panjang tersebut sebagai pembeda antara baju wéedusinya
dipakai polwan dengan seragam baru mereka, berjillaia
Maksud

Sutarman mempersilakan polwan berjilbab tanpa perlu

menunggu keluarnya peraturan kapolri (perkap) ¢arin

“Jilbab itu hak asasi seseorang. Saya sudah saamppdda

anggota, yang punya jilbab silakan gunakan,” ujga®nan

di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta. Selagal(19

Syaratnya, model dan warna harus sama dengan jilbab
polwan di Polda Aceh.
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Maksud yang ingin ditampilkan Republika mengenairay
model dan warna jilbab harus sama dengan polwataP&teh,
tujuannya untuk keseragaman dan kekompakkan bgabjdinas
Polri. Sutarman menjadikan Polwan Aceh sebagaiotokérena
mereka sudah berjilbab sejak 2004. Syarat tersdimaksudkan
sebagai pengganti perkap yang belum terbit untukgaueir
seragam jilbab polwan agar tidak berbeda satu saima

c.4. Pra anggapan

Apabila ada dana yang tersalurkan untuk jilbab dari

anggaran yang tak seharusnya, tentu itu akan namyal

aturan.

Pernyataan tersebut dipandang terpecaya meskigum be
terbukti kebenarannya. Wartawan menggunakan katbilap
untuk menegaskan pernyataan tersebut, dengan aalakak
sebagai penjelas. Republika ingin memeperlihatkan, Bebagai
lembaga penegak dan taat hukum, Polri tidak bisgbaeangan
menggunakan dana untuk keperluan lain yang belum
dianggarkan. Terdapat proses menganggarkan dargagsan
jilbab polwan, sehingga Polri meminta kerelaan polwintuk
membeli seragam dengan uang pribadi.

d. Sintaksis
d.1. Kata Ganti

Anggota Komisi Il DPR Ahmad Yani mengatakan,

pihaknya sedang menyiapkan anggaran bagi polri agar

dapat menyediakan jilbab yang seragam untuk polwan.
“Tahun depan kami siapkan,” ujar Yani.
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Republika menggunakan kata ganti kami untuk
menunjukkan sikap Yani dan Anggota Komisi Ill DP&hg akan
menyiapkan anggaran penyediaan seragam jilbab potataun
depan. Kata ganti kami menimbulkan jarak antaraswanber dan
pembaca, dengan kata lain hanya narasumber yarakukah
kegiatan, dan tidak melibatkan pembaca dalam prtessbut.
Kalimat langsung yang ditulis singkat oleh wartawan
memunculkan kesan tegas Komisi Il DPR dalam megapig
dan menindaklanjuti izin polwan berjilbab.

d.2. Koherensi

Desakan perizinan berjilbab untuk polwan telah nalinc
sejak pertengahan 2012 ketika Jenderal Timur Pradop
masih menjabat kapolri. Meski tak menolak usulan it
Timur tak kunjung mengeluarkan perkap terkait atura
berjilbab. Sutarman juga tak mengeluarkan perkefapt
mempersilahkan polwan berjilbab dan menjamin ta& ad
teguran atau sanksi.

Wartawan Republika menggunakan koherensi perteatang
dengan kata hubung meski dan tetapi. Koherensemarigan
menyebabkan makna berlainan ketika menghubungkhmédta
Paragraf tersebut menjelaskan perbandingan keputasgara
mantan kapolri dengan kapolri pada saat ini dalaemghadapi
persoalan jilbab polwan. Koherensi tersebut tenrkesagin
menunjukkan kepada Pradopo bahwa seharusnya kabijsng
diberikan Sutarman juga dilakukan sejak dahulumjahKalimat

tersebut menimbulkan opini publik bahwa sikap Sutar bijak

dalam memberi izin polwan berjilbab, dengan tangunggu
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terbitnya perkap yang mengatur kebijakan terseliairena
berjilbab merupakan hak manusia termasuk bagi polwa
d.3. Bentuk Kalimat

Sutarman mempersilakan polwan berjilbab tanpa perlu
menunggu keluarnya peraturan kapolri (perkap) garin

Kalimat tersebut menggunakan struktur kalimat aktifuk
menekankan siapa yang mempersilakan polwan bdrjilba
Republika menempatkan Sutarman sebagai subjek yang
melakukan tindakan. Sutarman telah mempersilakalwaoo
untuk berjilbab tanpa menunggu perkap. Kata menipkas,
mengandung maksud menyuruh dengan hormat, tangagrak

e. Stilistik

Kapolri Jenderal Sutarman memberikan restu kepadtiaruh

polyvan untuk_ berjilbab karena menutup aurat merapakak

setiap manusia.

Wartawan Republika lebih suka menggunakan katau rest
daripada izin, untuk menggambarkan kebijakan Swarmintuk
mempersilakan polwan berjilbab. Kata restu memilikiaksud
pemberian berkat, doa restu untuk kebahagiaan a@amng yang
dihormati. Kata izin, yang berarti pernyataan méudjean keinginan
melakukan sesuatu, dinilai lebih formal daripadstue Kata restu
terkesan memperlihatkan kebijakan kapolri diberiksgcara lisan
tanpa disertai perkap. Kata restu terkesan lebisopal dan sakral

serta erat kaitannya dengan doa.
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f. Retoris

f.1. Grafis

f.2.

Desakan perizinan berjilbab untuk polwan telah nalinc
sejak pertengahan 2012 ketika Jenderal Timur Pradop
masih menjabat kapolri. Meski tak menolak usulan it
Timur tak kunjung mengeluarkan perkap terkait atura
berjilbab.

Grafis yang ingin ditekankan mengenai wartawan yang
menuliskan tahun awal munculnya desakan periziiltzatj sejak
pertengahan 2012. Tahun tersebut menggambarkapabtma
polwan menunggu untuk mendapat izin berjilbab, gandparu
diperbolehkan mulai 20 November 2013. Secara iimplis
wartawan mengatakan, dalam kurun waktu hampir satun
Polri membendung hak polwan menjalankan perintamag
Metafora

Perizinan penggunaan jilbab bagi polisi wanita \{@zol)

menemui titik terang. Serta kalimat berikut:

Yani mendukung sikap Sutarman yang memberi jalan

tengah bagi polwan untuk berjilbab meski peratuesmi

belum keluar.

Wartawan Republika menggunakan metafora pada iki&ta t
terang dan jalan tengah. Pada kalimat pertamaawart ingin
menjelaskan bahwa usaha berbagai pihak dalam mprapgkan
penggunaan jilbab bagi polwan menemui kejelasan atan
terlaksana. Pada kalimat kedua, wartawan membeijelpsan

mengenai jalan kompromi atau keputusan yang diamolah

pihak berselisih pendapat. Keputusan tersebut ladalemberi
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izin polwan berjilbab tanpa menunggu keluarnya toesam resmi
dari kapolri. wartawan ingin mengabarkan kebijakgang
diinginkan polwan dan beberapa pihak, yakni izinjisab, dari
ucapan lisan kapolri, alasan mengizinkan, serteasyitbab.
Ekspresi

Wartawan Republika menampilkan pendapat Anggota
Komisi 1l DPR, Ahmad Yani, berisikan sikap Yani rda
Abdurrahman yang mendukung keputusan Sutarman dalam
kalimat berikut:

Yani mendukung sikap Sutarman yang memberi jalan

tengah bagi polwan untuk berjilbab meski peratuesmi

belum keluar.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)

Hamidah Abdurrahman mengatakan, keleluasaan dari

Sutarman tanpa menunggu keluarnya perkap merupakan

langkah tepat dan dapat menenangkan polwan.

Republika tampak ikut menyetujui kebijakan Kapolri.
Terlihat dari pemunculan pendapat narasumber yagrgdaokung
keputusan Sutarman untuk mengizinkan polwan merajgum
jilbab, tanpa menunggu perkap keluar. Pada berif&Riepublika
tidak mewawancarai ekspresi polwan selaku pihakg yiaugin
berjilbab. Pemilihan tersebut terkesan ingin mesyat
bagaimana ekspresi pihak kepolisian, diwakili Koinps, dan

berbagai pihak yang membantu polwan menyuarakanipt&ran

izin berjilbab, diwakili oleh anggota Komisi Il DR
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4.1.4.Berita tanggal 21 November 2013 berjudul Kapolri Janji Terbitkan
Perkap Jilbab
a. Tematik

Setelah memberi izin secara lisan kepada polisitevgpolwan)

untuk mengenakan jilbab, Kapolri Jenderal Sutarrbananiji

mengeluarkan Peraturan Kapolri (Perkap) guna meper
aturan itu. Perkap masih perlu waktu agar matangpdsen saat
diterbitkan.

Tema berita menjelaskan tindak lanjut kapolri sdtahemberi
izin penggunaan jilbab, yaitu mengeluarkan Peratutgapolri
(perkap). Selain pad&ad, gagasan utama berita ini juga terlihat dari
judul yang ditampilkan, yaitu “Kapolri Janji Terk@én Perkap Jilbab”.
Republika seolah ingin menyampaikan kepada pubdiér gangan
menekan Polri untuk segera mengeluarkan perkagatemenuliskan
“Perkap masih perlu waktu agar matang dan patendsteabitkan.”
Terdapat banyak hal yang perlu dipertimbangkan dambutuhkan
waktu dalam membuat perkap agar tidak asal terdiapi kapolri
berjanji untuk mengeluarkannya. Perkap penting lumhelindungi
dan menjamin penggunaan jilbab polwan. Hal terselmampaikan
Martiany, bahwa kontroversi mengenai kebijakaslwan berjilbab
seharusnya segera berakhir dengan keluarny&apdéMartiany,
2013: 12), sehingga diharapkan perkap segera.terbit

b. Skematik

Berita diawali dengan janji Kapolri Jenderal Sutanmuntuk

mengeluarkan peraturan kapolri (perkap). Selangjtngutarman
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memastikan polwan bisa bebas berjilbab saat berdasalkan
mengikuti syarat yang ditentukan. Paragraf selagat wartawan
menuliskan polri telah menyiapkan desain dan wdbab polwan.
Pada pertengahan hingga akhir berita, Republika ampikan
pendapat narasumber dari instansi kepolisian yagrmyambut positif
kebijakan kapolri. Sementara itu, anggota KomisiDPR Ahmad
Yani mendorong agar anggaran penyediaan jilbalraégesedia.
Susunan berita yang dibuat wartawan Republika
menggambarkan harapan berbagai pihak kepada kapohuk
memberi langkah selanjutnya guna menindaklanjutzpean jilbab.
Tetapi wartawan memberi penjelasan di awal berdhwa butuh
waktu yang tidak singkat untuk merumuskan perkapjngga tidak
bisa didesak untuk cepat mengeluarkannya.
. Semantik
c.1l. Latar
Setelah memberi izin secara lisan kepada polisiitevan
(polwan) untuk mengenakan jilbab, Kapolri Jenderal
Sutarman berjanji mengeluarkan Peraturan Kapodiik@p)
guna memperkuat aturan itu. Perkap masih perluunadar
matang dan paten saat diterbitkan.
Wartawan Republika ingin menyampaikan latar belgkan
kapolri berjanji mengeluarkan perkap karena haletent berguna
memperkuat peraturan perizinan polwan berjilbab.rkdte

menjadi tindaklanjut dari perizinan jilbab oleh kap tetapi

perkap membutuhkan waktu yang tidak singkat agdaamgadan
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siap saat diterbitkan, sehingga diharapkan tidak @bak yang
menekan agar segera menerbitkan perkap.
Detil

Sejak dua bulan lalu, Polri telah membuat sejundiedain,

pola, dan warna jilbab yang kelak akan digunakagh ol

polwan yang hendak berhijab.

Wartwan Republika menunjukkan respon serius Palard
menanggapi perizinan jilbab berupa pembuatan degiaiab
polwan, sejak dua bulan sebelum kapolri membeni lrjilbab.
Penulisan secara detail terlihat pada kapan, apg gidakukan,
dan siapa yang melakukan. Penjelasan tersebut wafak dua
bulan lalu Polri membuat desain, pola, dan warhmabi untuk
digunakan polwan. Usaha tersebut menjadi bagiannpesan
perkap yang mengatur ketentuan jilbab polwan, ysagt ini
digantikan terlebih dahulu dengan aturan jilbalwaml Aceh.
Maksud

Syarat lain yang ia harap dapat dimaklumi ialahraga

polwan rela menyediakan jilbabnya dengan membaii da

uang saku masing-masing. Alasannya, Polri belum ifikém
anggaran untuk penyediaan jilbab.

Mengenai syarat jilbab yang harus dibeli denganguan
pribadi polwan, wartawan ingin menjelaskan haldbtd karena
Polri belum membuat anggaran penyedian. Meski damik
polwan dapat bebas berjilbab, asalkan warna danreihjdbab

sama dengan seragam polwan Aceh. Penggunaan katap“h

dapat dimaklumi” oleh wartawan, menggambarkan peiaman
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Polri agar syarat tersebut dimengerti polwan dabdgai pihak,
karena terhitung sebagai peraturan baru, sehingyambada
persiapan jauh hari. Polwan tentunya dengan relaeneghi
syarat tersebut, karena sudah lama ingin mengguréiab.

c.4. Pra anggapan

Sejak dua bulan lalu, Polri telah membuat sejundiedain,

pola, dan warna jilbab yang kelak akan digunakazh ol

polwan yang hendak berhijab.

Pernyataan tersebut menggambarkan keseriusan pihak
kepolisian dalam memberikan izin polwan berjilbsteski belum
ada peraturan resmi yang mengatur model dan waipah,j Polri
telah merancang seragam yang nantinya digunakawapol
Muslim. Penggunaan kata “sejumlah” memberi kesadafeat
banyak desain yang dibuat Polri sebagai pilihanr agsuai
kriteria syariat dan standar seragam dinas.

d. Sintaksis
d.1. Kata Ganti

“Yang ingin berjilbab, silakan. Nanti anggarannkami

ajukan”

“Malah kami sudah ajukan ke Komisi Il DPR soal,itu

tunggu anggarannya dan putusan,” ujar Asisten Kapol

Bidang Sarana dan Prasarana Irjen Anton BachruinAla

kemarin.

Kata ganti kami dalam kalimat pertama menunjuk pada
Sutarman dan instansi kepolisian yang akan mengakag dana

penyediaan jilbab. Pada kalimat kedua, kami, merkkan

tindakan Polri telah mengajukan sejumlah desaimaljl Kata
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ganti kami memberikan jarak antara pihak bersargkaiengan
pembaca, dengan kata lain pembaca tidak diikutkatand
pernyataan atau tindakan tersebut. Hal tersebutagseb
pernyataan resmi Polri yang diwakili Sutarman asis@polri.

d.2. Koherensi

Meski Perkap belum terbit, Sutarman memastikan aolw

Muslimah bisa leluasa berjilbab saat berdinas. BRoldi

seluruh satuan tak perlu ragu berjilbab, asalkangikati

model yang digunakan di Polda Aceh.

Republika lebih suka menggunakan penjelasan kontras
dengan konjungsi meski. Seolah Republika membukeama
masyarakat mengenai kelonggaran Kapolri dalam mekae
izin polwan berjilbab, walaupun perkap belum terBiepublika
ingin menjelaskan belum adanya perkap tidak merhatingan
polwan untuk tetap menutup aurat.

d.3. Bentuk Kalimat

Republika menggunakan kalimat pasif dan aktif dalam
paragraf berikut:

Setelah memberi izin secara lisan kepada polisiitevan

(polwan) untuk mengenakan jilbab, Kapolri Jenderal

Sutarman berjanji mengeluarkan Peraturan Kapodik@p)

guna memperkuat aturan itu. Perkap masih perluunadar

matang dan paten saat diterbitkan.

Republika menggunakan struktur kalimat aktif denkaita,
memberi, mengenakan, berjanji mengeluarkan, danpesmat.

Kalimat di atas menekankan pada siapa yang melakkggiatan,

subjek tersebut adalah Sutarman. Republika inginyarapaikan
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bahwa Kapolri Jenderal Sutarman adalah orang yangemag
memberi kebijakan pada jilbab polwan. Paragrafetaust juga
menggunakan struktur kalimat pasif, dengan menekanjada
apa yang diterbitkan Sutarman, yaitu perkap, sebpgaguat
aturan, yang memakan waktu untuk menerbikannya.

e. Stilistik

Sejak dua bulan lalu, Polri telah membuat sejurdiedain, pola,

dan warna jilbab yang kelak akan digunakan olelwvanlyang

hendak berhijab.

Pilihan kata yang digunakan wartawan Republikaaddesain
dan pola. Kata tersebut dapat diganti dengan katielnkarena antara
desain dan pola memiliki makna yang hampir samag@aan kata
desain dan pola bermaksud menjelaskan bahwa Rwolii tnembuat
kerangka awal seragam jilbab polwan, kemudian Hgdas dengan
kata tersebut.

f. Retoris
f.1. Grafis

Meski Perkap belum terbit, Sutarman memastikan aolw
Muslimah bisa leluasa berjilbab saat berdinas. BRoldi
seluruh satuan tak perlu ragu berjilbab, asalkangikati
model yang digunakan di Polda Aceh. Syarat laingyan
harap dapat dimaklumi ialah agar polwan rela meiayath
jilbabnya dengan membeli dari uang saku masing+rgasi
Wartawan menekankan kembali syarat yang harusutipat

polwan saat menggunakan jilbab di lapangan. Sy@sebut

telah dituliskan wartawan pada berita sebelumnggutul Mulai

Hari Ini Polwan Bebas Kenakan Jilbab. Republikalaeangin
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menegaskan serta mengingatkan kembali syarat jifmdtvan.
Tujuannya agar tidak ada permasalahan yang akalandia
polwan, mengingat perjuangan memperoleh izin Ibadl
memakan waktu lama.

f.2. Metafora

Perkap masih perlu waktu agar matang dan paten saat
diterbitkan.

Republika menggunakan metafora pada kata matarng. Ka
“matang” seolah mencerminkan buah yang sudah sipgtikl
atau masakan yang sudah waktunya diangkat. Repubidin
menjelaskan penggunaan kata matang, menggambagtaapp
tidak bisa dibuat asal-asalan dengan waktu sing&&tpi butuh
waktu agar sempurna saat diterbitkan.

f.3. Ekspresi

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Awi Setiyono

mengatakan, pihaknya mendukung penuh jika ada polwa

yang ingin mengenakan jilbab karena Kapolri telah
memberikan izin. Lihat juga kalimat berikut:

Polwan di Polres Bekasi bersyukur atas izin penaakai

jilbab. Kabag Perencanaaan Polres Kota Bekasi Kb®ipo

Rahayu sudah menantikan kebijakan ini sejak masuk P

Wartawan Republika dalam berita tersebut menampilka
pendapat narasumber yang bersikap pro terhadagzinaeri
penggunaan jilbab bagi polwan. Kebanyakan narasubdrasal
dari anggota kepolisan. Pemilihan tersebut mencdwani sikap

Republika yang ingin mengetahui bagaimana tanggapggota

kepolisian, yakni ikut gembira terhadap kebijakaapdri.
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Penulisan pendapat tersebut dapat mencerminkan abaidak
hanya Republika yang ikut gembira, namun pihak lgiga,
melalui pendapat dari anggota kepolisian.
4.1.5.Beritatanggal 30 November 2013 berjudul Jilbab Polwan Ditunda
a. Tematik

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menunjukkaékap ganjil

dalam pemberian izin bagi polisi wanita (polwan)tukn

berjilbab. Polri meminta polwan menunda penggunglaab
hingga ada aturan resmi dan parlemen menyetujutasio
anggaran penyediaan busana tesebut.

Tema yang ingin disampaikan wartawan Republika reeaig
ketidakkonsistenan kapolri dalam merespon periziilbab polwan.
Kebijakan tersebut dinilai ganjil oleh wartawanndarlihat ada yang
ditutupi. Tanggal 20 November 2013 kapolri membenm secara
lisan pada polwan untuk mengenakan jilbab, tanplu pepenunggu
keluarnya peraturan kapolri (perkap). Janggalngdang seminggu
kapolri meminta polwan menunda penggunaan jilbalgda terdapat
peraturan resmi. Kebijakan yang mendadak terselarjadi tanda
tanya dan polemik di berbagai kalangan, bahkan oiukecurigaan
adanya kelompok antijilbab dalam Polri. Melihat g@® perizinan
yang alot dan rawan terjadi perubahan kebijakamaraemendadak.
Hal tersebut diperkuat pernyataan dalam jurnal lgeme bahwa
dalam konteks Indonesia, jilbab seringkali menjadntuk survival

strategy, alasan kolektif agar seperti yang lain, fashidan kadang

justru simbol otoritas (Udasmoro, 2010: 7).
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b. Skematik

Wartawan Republika mengawali berita dengan mengatak
Polri menunjukkan sikap ganjil dalam pemberian izdolwan
berjilbab. Polri meminta polwan menunda berjilbainglga ada
peraturan resmi. Selanjutnya dituliskan pendapapake Divisi
Hubungan Mayarakat Polri Inspektur Jenderal Ronnysdmpie,
menurutnya ada yang perlu diluruskan, sehinggaitteédbegram
rahasia untuk menunda penggunaan jilbab polwana Redagraf
selanjutnya, wartawan menjelaskan tanggal terbippgikap beserta
inti isinya. Selanjutnya, Sutarman menyatakan pemga yang perlu
dilakukan tidak hanya terkait warna, tetapi jugggaran.

Wartawan menuliskan pendapat narasumber yang kekaa
penundaan tersebut pada pertengahan hingga aktiia. beimulai
dari anggota kepolisan, ustaz, hingga lembaga dmesh. Susunan
tersebut memberi kesan bahwa Republika menganggaing
tanggapan anggota kepolisian, barulah dilanjutkadapnarumber
berorientasi keislaman, untuk menegaskan kembariaty Islam.
Republika terlihat menganggap ganjil keluarnya geden rahasia
tentang penundaan jilbab polwan. Kebijakan yangetsan terburu-
buru ini menimbulkan prasangka adanya kelompokjilaatd dalam
tubuh kepolisian. Kelompok antijilbab akan memangaersoalan
jilbab tidak sekadar penutup aurat, tetapi sebdgeberhasilan

memasukkan ideologi Islam dalam instansi kepolisian
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c. Semantik
c.1. Latar

Banyak polwan yang menggunakan jilbab dengan warna

dan tata cara sesuai di Polda Aceh. Rupa-rupabjilba

mengurangi konsep keseragaman, kekompakan, dan
kesetaraan Polri dalam berbusana. Karena itu, Polri
menerbitkan telegram rahasia agar penggunaan jblagb
polwan ditunda hingga manunggu aturan yang jelas.

Latar yang ingin disampaikan wartawan mengenai
penyebab penundaan jilbab dikarenakan pengguniieb joleh
polwan terlihat tidak beraturan, hal tersebut digmgas pendapat
Sompie, selaku anggota pemberi informasi dari tunsti
kepolisian. Latar belakang penundaan lebih dite&kankada
wacana tidak sejenisnya warna dan tata cara peaggujilbab
dengan seragam polwan di Aceh. Perbedaan tersedmjadikan
alasan keluarnya telegram rahasia, surat kilat pengjfat rahasia
oleh Polri. Penyataan terebut memberi kesan balolveap telah
bersalah, sehingga izin pemakaian jilbab ditunda.

c.2. Detil

Kebijakan penundaan penggunaan jilbab termuat dalam

telegram rahasia (TR) bertanggal 28 November 29439

ditandatangani oleh Wakil Kepala Polri Komisariaderal

Oegroseno. Telegram rahasia itu berisi enam imbauan

kepada polwan untuk menunda penggunaan jilbab &etik

berdinas hingga parlemen menyepakati anggaran
penyediaan jilbab. Alasan lainnya, penundaan hirnigdait
aturan penggunaan jilbab.

Melalui paragraf tersebut, wartawan menjelaskararsec

detail dikeluarkannya telegram rahasia, dari tahtgyait, siapa

yang menandatangani, inti pokok isi tersebut, henggrlakunya
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kembali izin penggunaan jilbab. Republika ingin nbem
informasi kepada publik mengenai seluk beluk telegrahasia,
disertai tanggal yang memberi kesan bahwa Polrydaekejap
dalam mengizin polwan berjilbab. Serta alasan péaam yang
tidak sesuai dengan pernyataan Sutarman saat rragizilbab,
yakni polwan leluasa berjilbab tanpa menunggu perabit,
namun kini polwan harus menunggu peraturan resnmgya
mengatur jilbab polwan agar dapat menutup aurat.

Maksud

Kepala Divisi Hubungan Mayarakat Polri Inspektur

Jenderal Ronny F Sompie mengatakan, ada beberdpa ha

yang perlu diluruskan dari penggunaan jilbab olelwpn

di seluruh polda. Mayoritas penggunaan jilbab tdmpa

kurang beraturan.

Maksud dari penundaan jilbab oleh Polri dijelaskampie,
yakni ada beberapa hal yang harus diluruskan diaaibj polwan.
Mayoritas polwan menggunakan jilbab dengan warmay yadak
kompak. Penundaan jilbab diumumkan untuk mengatuonbali
warna, model, dan tata cara penggunaan, selaiméounggu
dana penyediaan jilbab disetujui parlemen.

Pra anggapan

Kemarin, Sutarman menyatakan, para polwan tidak

menanggapi restu penggunaan jilbab dengan baikyaBan

polwan yang mengenakan jilbab warna-warni ketika

bertugas. “Warnanyanggak karuan. Merah, kuning, nanti
disangka berafiliasi ke parpol.”
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Pernyataan Sutarman belum terbukti kebenarannya dan
belum tentu warna jilbab berhubungan dengan patditik,
karena masing-masing warna memiliki arti sendirietapi,
pendapat Sutarman bisa jadi sebagai antisipasngef@milu
2014, agar tidak terlihat memihak salah satu pagawlg ikut
andil dalam agenda rutin per lima tahun sekalieteus Kalimat
langsung pada paragraf tersebut seolah mencermibkbawa
Polri merupakan lembaga netral atau tidak memilzatappolitik.

d. Sintaksis
d.1. Kata Ganti

Said menyatakan, dia tidak bisa memaksakan apatgéaiy

menjadi aturan main di instansi itu. Karena it@ blerharap

Kapolri segera menerbitkan peraturan penggunaaatjil

Wartawan menggunakan kata ganti dia. Kata ganti dia
digunakan untuk menunjukkan orang ketiga tunggahgya
dibicarakan. Dia dalam kalimat tersebut adalah &etimum
PBNU KH Said Aqil Siroj. Wartawan terkesan menurhjaik
hanya Said yang bersikap tidak memaksakan atauesakdagar
merubah peraturan polri dalam menunda penggundbab ji
namun tetap mengharapkan terbitnya peraturan jpioalan.

d.2. Koherensi

Ronny menyatakan, penundaan ini bukan pelarangan.

Namun, dia menambahkan, Polri perlu mengeluarkan

kebijakan agar polwan yang mengenakan jilbab tidak

menyalahi kebersamaan. “Mohon Pengertian seluruh

polwan dan masyarakat terkait ini,” ujar Ronny, aum
(29/11).



108

Wartawan Republika meggunakan anak kalimat sebagai
penjelas kontras, dengan konjungsi namun. Wartawan
menjelaskan anak kalimat, yakni penggunaan jilbaibwan
selama ini, menurut Sompie, menyalahi kekompakkan
berseragam, sehingga perlu adanya kebijakan unteikgatur
jilbab polwan. Tujuannya agar seragam polwan tarlkompak.

d.3. Bentuk Kalimat

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menunjukkakap

ganjil dalam pemberian izin bagi polisi wanita (pah)

untuk Dberjilbab. Polri meminta polwan menunda
penggunaan jilbab hingga ada aturan resmi danrpane
menyetujui alokasi anggaran penyediaan busanalteseb

Pada struktur kalimat aktif, seolah Republika ingin
menekankan bahwa Polri yang menunjukkan sikap lg&gkus
berita terletak pada Polri yang memberikan kebnaganundaan
penggunaan jilbab polwan. Penundaan pemakaiarb jitlealaku
hingga terbit peraturan resmi dan anggaran pengedjdbab
disetujui oleh parlemen. Republika menuliskan peiaan
tersebut karena teknis belum adanya peraturan rgsmg

mengatur warna, model, dan tata cara penggundab jgolwan.

e. Stilistik

Menurut dia, kebijakan ini merusak sukacita polwang bisa
menggunakan jilbab ketika bertugas.

Wartawan Republika memilih kata merusak sukacittarda
kalimat tersebut. Kata lain yang dapat digunakaaladd kebijakan

penundaan jilbab mengecewakan, menggagalkan, atmgabhaikan
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kegembiraan polwan. Penggunaan kata merusak suka aeh
Republika bukan tanpa alasan, kata tersebut terkksah halus,

karena alasan penundaan jilbab tidak sepenuhnghati&an Polri.

. Retoris

f.1. Grafis

Pada berita ini, Republika menampilkan gambar polwa
yang memakai jilbab dengamaption: polisi wanita (polwan) dari
berbagai kesatuan di lingkungan Polda Metro Jaylsalses dalam
sebuah acara, pekan lalu. Foto tersebut tidak mandean judul
berita Jilbab Polwan Ditunda. Penampilan foto teuseseolah
menunjukkan bahwa polwan yang berjilbab sepertapgambar
tidak dapat dilihat lagi karena perizinan pengguangidbab

ditunda. Lihat gambar berikut:

il ) s
® Polisi wanita [polwan) dari berbagai kesatuan di lingkungan Polda Metro Jaya berbaris dalam sebuah acara, pekan lalu.

Penekanan lain terlihat pada judul berita yanglidittetak
tebal dengan ukuran besar, dengan jenis huruf sanf atau

tanpa kait. Sans serif adalah jenis huruf yangktidemiliki

garis-garis kecil, bersifat solid, dan lebih tegdepublika
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menggunakan jenis tersebut agar judul berita digpbaca jelas,
sehingga menarik pembaca. Selain itu terdagrajle berita
dengan penulisan cetak tebal dan digaris bawafmgle dapat
digunakan wartawan untuk mengarahkan opini puBldnekanan
itu semua memperlihatkan bahwa Republika tertari&n d
memberikan perhatian lebih pada pemberitaan pemamnglaab.
Lihat gambar berikut:

JILBAB POLWAN DITUNDA

B Gilang Akbar Prambadi

Sikap tidak konsisten Polri
merusak sukacita polwan.

f.2. Metafora

Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Quran Ustaz Yusuf

Mansur  mengatakan, kepolisian sebaiknya tetap

mengizinkan penggunaan jiloaPeraturan Polri seharusnya

tidak mengalahkan aturan Allah.

Kalimat “Peraturan Polri seharusnya tidak mengadahk
aturan Allah” memiliki maksud, menutup aurat mekga
perintah wajib dari Allah bagi perempuan Muslimliabasatunya
dengan menggunakan jilbab. Kebijakan penundaangoe@gn
jilbab yang dikeluarkan Polri, putusan tersebut kdsan
mengungguli perintah Allah, Pencipta manusia. Pemulam
pendapat Ustaz Yusuf Mansur oleh wartawan bertuju@ink

mempertegas perintah Allah, dengan memilih ustbagss pihak

yang berkompeten mengomentari permasalahan agama.
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f.3. Ekspresi

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)

Hamidah Abdurahman menyayangkan sikap tidak kaersist

Polri. Menurut dia, kebijakan ini merusak sukagtdwan

yang bisa menggunakan jilbab ketika bertugas. samgat

mengecewakan.”

Paragraf tersebut menggambarkan sikap kecewa atdrak
dari salah seorang anggota internal kepolisiarati&p kebijakan
polri yang menunda perizinan jilbab polwan.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj memahami

penundaan karena menyangkut teknis model dan warna

jilbab. Said menyatakan, dia tidak bisa memaksadaa
yang telah menjadi aturan main di instansi itu.dar itu,

dia berharap Kapolri segera menerbitkan peraturan

penggunaan jilbab.

Selain menampilkan kutipan pendapat narasumber yang
bersikap kontra, wartawan Republika juga memuahyzaan
netral dari Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj. 8aidak
menyalahkan kebijakan penundaan jilbab, ia berusaraahami
pilihan Polri, dengan harapan segera terbit peaatuyang
menjamin terlaksananya perizinan jilbab. Wartawapublika
berusaha menyajikan berita berimbang melalui peanuktitipan
narasumber yang bersikap pro, kontra, ataupun titekihak.

4.1.6.Berita tanggal 10 Desember 2013 berjudul Kapolri harus Revis
Telegram Rahasia
a. Tematik
Polemik penundaan jilbab polwan harus segera diakbleh

karena itu, DPR meminta Polri untuk merevisi ted@grahasia
(TR) penundaan jilbab polwan.
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Republika terkesan membuka wacana untuk segeraakieing
polemik penundaan jilbab polwan. Dilanjutkan dengandapat DPR
untuk memperkuat wacana Republika. DPR memintai Roltuk
mengoreksi telegram rahasia tentang penundaarb.jilBarjuangan
polwan untuk dapat berjilbab terlihat tidak mulpsdahal menutup
aurat merupakan perintah agama dan negara menjakitersebut.
Republika seolah mengharap agar permasalahan jibkian tidak
berlarut, karena dasar penggunaan jilbab sudalaskgn dalam Al
quran surat Al ahzab ayat 59 dan konstitusi pe&alyat 2.

. Skematik

Berita diawali penegasan polemik penundaan jilbatgyharus
diakhiri. Selanjutnya Wakil Ketua Komisi Il DPR RAl Muzzamil,
mengharuskan Polri merevisi telegram rahasia. Mégnya, alasan
penundaan jilbab tidak didasarkan pada alasan Raala pertengahan
berita wartawan Republika menjelaskan agenda dgyajar pendapat
antara Polri dan Komisi Il DPR, namun tertunda.

Paragraf selanjutnya, anggota DPR dari Partai Go¥aris
Raweyai, mengatakan sebenarnya Polri sudah menkaolgbolwan
berjilbab, hanya tinggal menunggu SK, sehinggaktidgi ada
masalah mengenai jilbab. Selanjutnya wartawan Rigauimebiaskan
pernyataan tersebut dengan pendapat anggota KdinBPR dari
partai Gerindra Martin Hutabarat, menurutnya peusm dengan

kapolri penting untuk membahas sejumlah masalélakil Anggota
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Komisi Il DPR RI Sarifuddin Sudding, juga mengaaggpenting
pertemuan tersebut untuk mendapatkan kejelasanuchalen tujuan
polri menunda penggunaan jilbab. Pada akhir bentartawan
kembali menuliskan kronologi perizinan dan penudaab polwan.
Narasumber berita yang dipilih Wartawan Republi@gmsanya
berasal dari angora Komisi Ill DPR. Pemilihan tbrgedimaksudkan
agar orang yang mengomentari telegram rahasia rkerképasitas
terhadap permasalahan, karena komisi tersebut rkenmilang
lingkup kebijakan mengenai permasalahan hak asasnhusm,
termasuk hak berjilbab. Republika terkesan ikut ghanuskan
telegram rahasia direvisi, terlihat dari pendapatasumber yang
dituliskan kebanyakan memiliki sikap pro terhadegcana perevisian
telegram dan menyetujui adanya rapat dengar penhdapdengahan
berita terdapat narasumber yang menganggap sudkik thda
permasalahan jilbab polwan, tetapi wartawan seat@matahkan
pernyataan itu dengan menampilkan pihak lain yarepganggap
masih ada masalah mengenai jilbab polwan.
. Semantik
c.1l. Latar

Menurut Al Muzzammil, pimpinan Polri seharusnya

menyadari bahwa selama ini kabijakannya yang tidak
membolehkan polwan menggunakan jilbab melanggar

HAM dan konstitusi sehingga kebijakan tersebut gamng
ditunda-tunda lagi.
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Wartawan Republika menuliskan latar perlunya Polri
merevisi telegram rahasia karena akan melanggar dsalsi
manusia yang telah dijamin negara dalam konstifsinyataan
tersebut seperti menyuguhkan apa saja yang akamgder Polri,
sebagai penegak hukum, jika tidak memperbolehkakvgmo
berjilbab. Melihat hal tersebut, semestinya kelajakperizinan
jilbab tidak lagi ditunda Polri, karena telah adakip yang
menjamin penggunaan jilbab bagi wanita, termasikag
Detil

Rapat dengar pendapat (RDP) antara Polri dan Kdihisi

DPR membahas jilbab polisi wanita (polwan) sedianya

dilaksanakan pada Senin (9/12). Namun, pertemuseliet

tertunda karena ada sejumlah agenda yang harksikhla

Kapolri Jenderal Sutarman terkait peringatan hari

antikorupsi pada 9 Desember. Dengan demikian, peda

kembali dijadwalkan pekan depan.

Wartawan Republika menuliskan secara detil siapagya
ikut dalam RDP, apa tujuannya, waktu dilaksanakanmjasan
tertundanya pertemuan tersebut, dan kapan dijadwalkgi.
Melalui penjelasan tersebut, tindakan dari berbgi@k untuk

membahas jilbab polwan tertunda terkesan karenaolkap

memiliki agenda yang padat, dan lebih mementindtaain.

c.3. Maksud

Al Muzzamil mengatakan, alasan untuk menunda
pemakaian jilbab tidak didasarkan pada pertimbarygag
kuat. Dengan demikian, ia meminta polwan tetap
menggunakan jilbab sambil menunggu adanya peraturan
kapolri (perkap) tentang jilbab polwan.
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Paragraf tersebut menjelaskan alasan menunda peasgu
jilbab karena teknis tidak kompaknya jilbab yangyuakan
polwan, menurut Yusuf, tidak dilandaskan pada pdréingan
yang kuat. Yusuf meminta polwan tetap menggunakiabj
sembari menunggu perkap terbit, sehingga tidakupeada
penundaan pemakaian jilbab, polwan tetap bisa ropnatrat.
Republika terkesan setuju dengan pendapat terselamgan
meletakkannya pada awal berita.

c.4. Pra anggapan

Menurut Yoris, SK ini nantinya mengatur mengenaitbk

dan warna jilbab. Karena itu, menurutnya, tidak &mta

masalah mengenai jilbab.

Meski belum terbukti apa saja isi perkap karenaimas
dirumuskan, menurut Yoris, peraturan tersebut memngaknis
model dan warna jilbab, sehingga tidak ada lagmpsalahan
mengenai jilbab. Padahal perkap belum terbit ddanbeda uiji
coba penerapan perkap untuk mengetahui bermadalatidak.
Penulisan kata “menurutnya” pada tengah kalimataeeninkan
bahwa hanya Yoris yang berpendapat tidak ada lagatah
mengenai jilbab polwan.

d. Sintaksis
d.1. Kata Ganti
Anggota Komisi 1l DPR dari Partai Gerindra Martin

Hutabarat mengatakan, pertemuan dengan Kapolringent
untuk membahas sejumlah masalah aktual sepertbjilb
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polwan. “Kita sayangkan di hari-hari pertama Kapolr
bertugas, isu yang mendominasi malahan soal jilbab.

Republika mengutip langsung pernyataan Anggota Komi
[l DPR dari Partai Gerindra. Kata ganti kita memijpatkan
seolah Republika mencoba menjadi bagian KomidDRR. Kata
ganti kita, berguna menunjuk orang pertama yanditena
dengan jumlah jamak. Pembaca, wartawan, dan nab@smu
terkesan tidak memiliki jarak, ikut menjadi bagiaBeolah
pembaca dan wartawan turut menyayangkan isu yang
mendominasi saat awal kapolri bertugas adalahyjizdwan.
Koherensi

Polemik penundaan jilbab polwan harus segera diakhi

Oleh karena itu, DPR meminta Polri untuk merevisi

telegram rahasia (TR) penundaan jilbab polwan.

Koherensi paragraf tersebut adalah akibat, mendgguna
kata hubung oleh karena itu, untuk menghubungkdméga
sebelumnya. Kalimat pertama menjadi sebab, sedarkganat
selanjutnya menyatakan akibat. Penekanan dibekaia anak
kalimat bahwa DPR meminta Polri merevisi telegraahasia.

Republika seolah menyatakan polemik jilbab dapaalier jika

telegram rahasia penundaan jilbab polwan direvisi.

d.3. Bentuk Kalimat

Polemik penundaan jilbab polwan harus segera diakhi
Oleh karena itu, DPR meminta Polri untuk merevisi
telegram rahasia (TR) penundaan jilbab polwan.
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Wartawan Republika menggunakan struktur kalimaifpas
dalam kata diakhiri. Penekanan dilakukan pada a&vey yharus
diakhiri, yakni polemik penundaan jilbab. Selanyanstruktur
kalimat aktif digunakan pada kata meminta dan mereSubjek
yang ditekankan adalah DPR. Republika ingin menyakap,
lembaga negara pembuat undang-undang telah memberi
penegasan untuk merevisi telegram rahasia.

e. Stilistik
Menurutnya, masih banyak masalah yang harus dit@nga
Polri. Misalnya, upaya untuk reformasi di kepolmsidalam
peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat
Wartawan Republika menggunakan leksikon dengan kata
reformasi. Reformasi berarti perbaikan secara igrasituk kebaikan
dalam masyarakat atau negara. Kata lain yang nienmtiakna
sepadan dengan reformasi adalah perombakan, pemnbaru
pembaharuan. Republika menggunakan kata reformaguku
menunjukkan masa kepemimpinan Sutarman baru saavali
sehingga perlu ada pembaruan ke arah baik untukgiextan kinerja
kepolisian dalam melayani masyarakat.
f. Retoris
f.1. Grafis

Sebab, pada Rabu (19/11), Sutarman telah membezian

secara lisan kepada polwan untuk menggunakan jilbab

Namun, pada Jumat (28/11). Wakapolri Komjen Pol

Oegroseno mengirimkan telegram rahasia kepada pelda
Indonesia untuk menunda pemakaian jilbab bagi polwa
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Penekanan yang dilakukan  Republika mengenai
pengulangan kronologi waktu perizinan dan penundaan
penggunaan jilbab bagi polwan. Melalui penekanasetmuit,
Republika terlihat menganggap ganjil ketidakkomsian Polri
dalam memberikan perizinan penggunaan jilbab. Seakan
Republika ingin  menunjukkan jeda antara perizinaan d
penundaan penggunaan jilbab yang singkat. Alasang ya
digunakan kapolri untuk menunda penggunaan jilbaba |
terkesan ganijil, dengan menyebutkan polwan mendgumidbab
warna-warni tidak serupa seragam polwan Aceh.

f.2. Metafora

Anggota Komisi Il DPR RI Sarifuddin Sudding akan

mengklarifikasi siapa dibalik penundaan jilbab paw

Upaya ini dilakukan pada saat pertemuan dengan|Kapo

Jenderal Polisi Sutarman.

Pada kalimat tersebut, seolah Sarifuddin ikut ndknja
anggota Polri dan terlibat dalam permasalahan mEamjilbab,
dengan mengatakan akan mengklarifikasi. Klarifikesmiliki
pengertian menjernihkan, mengembalikan sesuatudkegang
sebenarnya. Maksud dari Sarifuddin dalam pernyatassebut
mungkin akan menguak siapa yang mengatur atau m@mim
adanya penundaan jilbab polwan.

f.3. Ekspresi
Menurut Yoris, SK ini nantinya mengatur mengenaitbk

dan warna jilbab. Karena itu, menurutnya, tidak &
masalah mengenai jilbab.
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Anggota Komisi 1l DPR dari Partai Gerindra Martin

Hutabarat mengatakan, pertemuan dengan Kapolringent

untuk membahas sejumlah masalah aktual sepertbjilb

polwan. “Kita sayangkan di hari-hari pertama Kapolr
bertugas, isu yang mendominasi malahan soal jilaghar
dia.

Terlihat ekspresi Yoris yang menganggap sudah tatik
lagi masalah penggunaan jilbab polwan. Seakan rgarggap
tidak perlu lagi pembahasan permasalahan ters&egublika
membiaskannya dengan pernyataan Hutabarat, yangh mas
menganggap masalah belum selesai dan perlu persandangan
mengadakan pertemuan bersama kapolri. Penyusuraiapme
seperti di atas oleh wartawan, seolah memperlinatdespresi
Republika yang menganggap jilbab polwan sebagangs&aliahan
serius dan segera perlu mendapat penanganan.

4.2. AnalisisKognisi Sosial

Menurut Baron dan Byrne (dalam) kognisi sosial rpekan cara
individu untuk menganalisa, mengingat dan menggamaknformasi
mengenai kejadian atau peristiwa sosial (Sabigksdm 17 Maret 2014).
Menurut van Dijk (dalam Eriyanto) analisis kognisosial memusatkan
perhatian pada struktur mental, proses pemaknaam,ntental wartawan
membantu memahami fenomena tersebut sebagai dayigoroses produksi
berita (Eriyanto, 2001: 267).

Analisis kognisi sosial menekankan bagaimana ps&astipahami,

didefinisikan, dianalisis, dan ditafsirkan yangadiipilkan dalam suatu skema

atau model dan memori. Skema merupakan kerangkagatabaran untuk
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membantu individu mengorganisasikan informasi sufgnomena yang
diperhatikan. Terdapat empat skema, di antarangenakperson, mengenai
seseorang memandang orang. Skema diri, mengemnaedidiri dipandang
seseorang. Skema peran, tugas individu dalam nestaiSkema peristiwa,
mengenai peristiwva sosial yang dialami dapat membamemahami dan
mengingat kejadian. Skema tersebut bekerja aktifgkentruksi realitas, apa
yang harus wartawan pahami, maknai, dan ingat #Btoy 2001: 262-263).
AnalisisKognis Sosial Pemberitaan Penggunaan Jilbab

Seorang polwan yang pernah bertugas di Kepolisiaerédh (Polda)
Jawa Tengah sempat meminta bantuan kepada Majé&ismalindonesia
(MUI) agar dapat menjalankan hak menutup aurat aefitbab. Hal tersebut
dikerenakan kapolri mengeluarkan edaran bahwa hus@nudung bagi
polwan hanya berlaku di daerah Nanggroe Aceh Dalaiss Terdapat
pilihan yang diberikan Polri, polwan mengundurkar dari jabatan atau
melepas jilbab. Sebagai umat mayoritas, umat Isjastru kesulitan
menjalankan ajaran agama yang dianut.

Media massa meliput berita mengenai penggunaaabjilpolwan,
salah satunya pada Harian Republika. Republika mpitilean komentar
masyarakat dan tokoh, umumnya menyatakan keprératarhadap apa yang
menimpa polwan Muslim. Komentar tersebut kebanyddeanada mengecam
para pejabat kepolisian yang menghalangi polwariltieds. Hal tersebut

mengingatkan kembali memori permasalahan jilbalagaldun 80-an, dalam
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pernyataan Peminpin Redaksi Harian Republika, NasMasha (dalam
Republikaonline).

“Kita tentu tak menyangkan perkembangan busanaiMahkl sudah
menjadi gejala nasional dan diterima publik dalaraktw cepat.
Padahal pada 1983, pemakaian jilbab masih diladingekolah-
sekolah dan di kantor-kantor. Bukan hanya ada ¢mmantapi juga
teror dari intelijen. Kita masih ingat gosip jilb@leracun. Dirumorkan
ada orang-orang berjilbab yang dari balik bajungmagytertutup rapat
membawa cairan beracun dan memasukkannya ke swmmuir-s
penduduk. Ada kecemasan dan histeria di masyarakatua teror itu
untuk meredam kebangkitan Islam. Busana Muslimahjade simbol

kebangkitan Islam di Indonesia,” (Masha, diaksé&aBet 2014).

Permasalahan yang terjadi pada instansi pendidikam, dialami
polwan Muslim Indonesia. Memori mengenai wacanartati belakang
permasalahan jilbab menjadi pertimbangan wartavedand membuat berita
jilbab polwan. Bukan tidak berasalan, Polri terkedakonsisten dalam
merespon pemakaian jilbab polwan. Dimulai dari pbedaan alot desakan
perizinan jilbab polwan dari tahun 2012 saat TirRtedopo masih menjabat
sebagai Kapolri, dan baru diizinkan saat Sutarmanggantikan posisi
tersebut. Pemberian izin polwan berjilbab tidakddsan lama, selang kurang
lebih satu bulan, Polri menerbitkan telegram rahdmrisi perintah untuk
polwan agar menunda berjilbab.

Ketidakkonsistenan Polri memunculkan wacana wamaRepublika
mengenai kelompok antijilbab dalam tubuh kepolisigacana tersebut
didasarkan pada alotnya perizinan jilbab polwan gyaelah dibantu
masyarakat Muslim, dilanjutkan dengan tidak adapgskap saat polri

memberi izin, hingga terbitnya telegram penundaboalj polwan dengan

alasan warna yang tidak kompak. Pada berita yanhdislian wartawan,
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seolah mencerminkan bahwa, sebagai penegak hulaims@harusnya telah
mengerti hak menjalankan ibadah sesuai agama, yhjagin dalam

konstitusi. Sebagai makhluk sosial yang hidup dengaas toleransi,
setidaknya Polri juga mengetahui perintah ajaréaamismewajibkan wanita
menutup aurat. Hal tersebutlah yang ingin disangraikartawan Republika,
tercermin dari pemilihan narasumber beserta kufggardapat yang ditulis.

“Peristiwa yang melatarbelakanginya adalah tengaigan berjilbab.

Isu ini menjadi pro dan kontra di kalangan masyatraan di internal

Polri sendiri. Kapolri Jendral Sutarman sempat nakan kalau

dirinya mendukung polwan berjilbab. Namun belakandari Mabes

Polri meralatstatement tersebut dan menganggap belum ada payung

hukumnya. Belum lagi dengan isu soal keterbatasaggaaan.

Menariknya, isu ini kemudian ditarik lebih luas kaenah politis di

DPR. Sehingga akhirnya isu ini menjadi besar danjaae perhatian

masyarakat” (Fahmiarto, wawancara pada 3 Juli 2014)

Wartawan Republika menjadi media yang secara inteeraberitakan
perkembangan permasalahan tersebut. Pada prosdiskgrderita polwan
berjilbab, wartawan terlebih dahulu menggali infasin selengkap-
lengkapnya tentang persoalan tersebut sebelum ok@akwawancara. Hal
tersebut penting sebagai sumber referensi dan ummbentukmindset
mengenai persoalan yang berkembang. Setelah itulabarwartawan
menggali akar masalah tersebut dengan mewawaneagisumber yang
berkompeten.

“Saat memilih narasumber, memang dibutuhkan sejumla

pertimbangan, yang terpenting adalah kompetensi ldaifikasi.

Narasumber yang dipilih adalah orang yang benaaberenguasai

bidang tersebut, terlibat langsung di dalamnyap mi@mahami betul

masalahnya. Pada konteks pemberitaan polwan ladrjilarasumber
yang berkompeten menanggapi adalah kalangan pejRo#d,

Polwan, anggota DPR, atau aktivis pergerakan Isl@fahmiarto,
wawancara pada 3 Juli 2014).
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Setelah mengumpulkan berbagai bahan mengenai pEahas
tersebut, wartawan kemudian mengolah dan meramumg@jadi sebuah
tulisan yang akan diterbitkan dalam Surat KabaridtaRepublika. Pada
bagian tersebut terdapat proses pemilihan dpaint of view atau sudut
pandang berita, serta eksplorasi ide, dan pemikii@am bentuk tulisan.
Sudut pandang berita menjadi hal penting yang hdilakukan wartawan.
Pemilihan yang tepat akan membuat berita yang itkaasmenjadi enak dan
menarik dibaca.

Wartawan harus jeli melihat sisi paling menarikidan yang akan
dikupasnya untuk menentukan sudut pandang, tidpk lmemperhatikan
kedalaman isi juga. Pemilihan sudut pandang yapgttakan menentukan
sampai atau tidaknya pesan kepada pembaca. Kemudiatawan
menuliskan hasil temuan di lapangan menjadi selheailia dengan gaya
penulisan yang mudah dipahami oleh pembaca. Padzbegpiaan ini,
wartawan menggunakan gaya penulisan deatire (baca ficer).

“Gaya penulisannya adalah semi ficer. Artinya fioerrni juga tidak,

tapi hard news juga tidak sepenuhnya. Ada kombinasi antara gaya
ficer danhard news. Gaya penulisan semacam ini menurut saya lebih

mengena dan bisa diterima oleh pembaca” (Fahmiaréwyancara
pada 3 Juli 2014).

Pada tahap penyusunan pendapat narasumber, wartearas jeli
dalam memilah dan memilih pendapat mana yang &kata di awal atau
akhir berita, sesuai tingkat penting dan menarétsinformasi.

“Sebelum menulis berita, wartawan harus punya rgka acuan

tentang tulisan tersebut. Ini untuk menjaga agesatin tersebut tidak

keluar dari konteks dan kemana-mana. Pendapat umaba@s yang
telah diperolehnya harus disusun berdasarkan Kemaaguan yang
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telah dibuat tersebut. Ini tentu dengan memperaatispek penting

tidaknya pendapat tersebut ditempatkan di bagias, aéngah, atau

akhir berita” (Fahmiarto, wawancara pada 3 Juli401

Hal tersebut mencerminkan konstruksi wacana yagm idibangun
dalam pemberitaan polwan berjilbab. Setelah tuldan wartawan selesai,
kemudian tulisan tersebut diberikan pada editoukimhelalui proses edit

agar sesuai standar berita yang layak dan matatgliserbitkan.

“Ini terkait dengan ejaan, logika berpikir, alutisan, dan sebagainya”
(Fahmiarto, wawancara pada 3 Juli 2014).

Proses produksi tersebut menjadi hal penting yany mliperhatikan
dalam analisis kognisi sosial. Pada proses tersebatperlinatkan konstruksi
wacana yang ingin dibangun, latar belakang penulsaita, dan pada tahap
mana kognisi wartawan diperlukan. Pada pemberitaan Republika
berusaha membela hak polwan Muslim dan menyajikata-data yang
mendukung jaminan hak untuk menjalankan perintalamag disertai
pendapat narasumber yang berkompeten menanggapagsahan polwan
berjilbab. Wartawan menyusun pendapat narasumbeita belengan
mempertimbangkan aspek penting tidaknya argumemnkumiendukung
pemberitaan.
4.2.1.Substans Berita Belum Mengizinkan Penggunaan Jilbab

Berita berjudul Polwan Mintalzin Berjilbab

Pada berita berjudul Polwan Minta Izin Berjilbabarawan
Republika menampilkan pendapat narasumber yan§ taenyetujui
peraturan instansi kepolisian untuk tidak mempeatkdn penggunaan

jilbab bagi polisi wanita (polwan). Porsi banyaloelikan pada Wakil
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Sekretaris Jenderal MUI dari awal hingga tengahitdgedaripada
pemunculan pendapat polwan meminta izin berjilbalmgy terletak
mendekati akhir berita. Republika ikut tidak settguhadap peraturan
kepolisian yang tidak memperbolehkan polwan befillsaat bertugas.
Tanggapan tehadap berita tersebut termuat dalaik ieyikut:

“Sudah selayaknya bagi setiap Muslim untuk memaajdran

agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalanainuangga

maupun saat bekerja. Apalagi menutup aurat dengajiibbb
adalah sesuatu yang baik. Undang-undang Dasar (U192}
menjamin hak bagi setiap warga negara Indonesiaukunt
menjalankan kewajibannya sebagai umat beragamaisisugan
agama dan kepercayaannya. Dalam hal ini, termaserkakai

jilbab,” (Tajuk Republika, edisi 5 Juni 2013).

Pernyataan tersebut diperkuat dengan pemunculamapan
Zulkarnaen yang menyatakan, seandainya KepolisiagpuBlik
Indonesia (Polri) melakukan pelarangan pemakaibbalj tentu ini
telah melanggar UUD 1945. Sengaja atau tidak, wamaRepublika
membangun opini publik, jika kepolisian tidak memgméehkan
polwan berjilbab, maka mereka telah melanggar hanjatankan
syariat sesuai kepercayaan dan agama yang dijdefinJ&JD 1945.

Latar belakang berita ini mengenai Polwan PoldaaJ&aengah
yang meminta izin berjilbab saat bertugas, tetagluh mendapat
respon positif, bahkan keluar surat edaran yangegeskan hanya
Polwan Polda Aceh yang diperbolehkan berjilbab. itBetersebut
merupakan awal mula muncul pemberitaan pengguni#tzab jbagi

polwan, diletakkan pada halaman 26 rubrik khasaselelum nantinya

Republika memuat secara intens.
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Berita berjudul Pimpinan Polri tak Berhak Larang Polwan
Berjilbab
Republika meletakkan berita pada halaman dua rutagional.

Halaman dua merupakan kategbmeadline dalam atau berita yang
menjadi topik utama di halaman dua dan tiga suadiak Peletakan
tersebut mencerminkan Republika memberi perhatiabihl dan
menganggap berita penting untuk dibaca dan ditimagkiti. Mengenai
isi berita, wartawan Republika lebih mengarah pagariat agama
Islam. Wartawan Republika memilih narasumber yagjglan dengan
pemikirannya guna mempertegas pendapat yang diseampaPada
berita kali ini, wartawan memilih narasumber darakiV Sekretaris
Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amir Syaldan
meletekkannya pada awal hingga pertengahan berita.

Pada berita tersebut, MUl menegaskan syariat |st@wajibkan
kepada setiap perempuan untuk menutup aurat. Aldsesebut
dijadikan Amir untuk meminta Polri meninjau ulangrat keputusan
Kapolri yang melarang penggunaan jilbab polwan. etnya,
pimpinan polisi tidak ada hak untuk melarang polwarjilbab.

Pendapat lain disampaikan Presidium Indonesia @dlitatch
Neta S Pane. Pane mengkritik sikap Wakapolri Koryanan Sukarna
yang memberikan pilihan bagi polwan berjilbab aganinggalkan
statusnya sebagai polisi. Menurutnya, itu bukapl@mmyataan arif dari
seorang pemimpin, sangat otoriter. Seharusnya, hesabuat sejarah

baru agar dikenang polwan Muslim dengan mengelunaida polwan
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berjilbab. Senada dengan Pane, redaksi Republikzetha@apat dalam
tajuk yang ditulis jauh hari sebelum berita ini raui
“Kita sangat mendorong pimpinan Polri untuk mendgro
anggotanya, terutama polisi wanita untuk menggumgkibab.
Sebab, hal itu sangat positif dan sesuai dengantgeragama
Islam sebagaimana juga dianut oleh Kapolri Timuadepo.
Alangkah tidak bijaksana dan naif jika kapolri mealangi dan
menolak keinginan anggota polisi wanita yang ingin
menggunakan jilbab,” (Tajuk Republika, edisi 5 J201.3).
Republika seolah ikut kecewa, menilai orang yangghalangi
polwan berjilbab dengan memberi pilihan untuk pemsisebagai
tindakan tidak bijaksana. Wartawan Republika dataiisan beritanya,
mencerminkan harapan agar jilbab segera diperbateblagi polwan,
dengan alasan hal tersebut meperbaiki citra keanlis
4.2.2. Substans Berita Mengizinkan Penggunaan Jilbab
Berita berjudul Mulai Hari Ini Polwan Bebas K enakan Jilbab
Redaksi menjadikan berita berjudul Mulai Hari InohRan
Bebas Kenakan Jilbab, sebabeadline di halaman muka Surat Kabar
Republika. Wartawan menginformasikan keputusan Kap@ng
mengizinkan secara lisan penggunaan jilbab bagvgolmulai 20
November 2013. Republika lebih menekankan teknisgdehalan
warna jilbab, serta sedikit menyinggung anggaraingpdaan seragam.
Redaksi Republika memiliki pendapat mengenai traktaut,
“Walau terbilang terlambat, kebijakan ini tetaplpefiapresiasi.
Mengingat, sejumlah negara, termasuk negara noriklus
sekalipun, telah memperbolehkan petugas kepolisiatuk
menggunakan jilbab. Namun, kata terlambat masifh lelik

ketimbang tidak sama sekali,” (Tajuk Republika, sed20
November 2013).



128

Pendapat tersebut didasari pada awal munculnyakalesa
perizinan jilbab sejak pertengahan 2012, dan basundapat respon
serius setahun kemudian. Wartawan Republika sewslahdukung
kebijakan Sutarman dan membandingkannya denganamdaipolri
Timur Pradopo. Sikap tersebut terlihat pada kalinraeski tak
menolak usulan itu, Pradopo tak kunjung mengeluagerkap terkait
aturan berjilbab; Sutarman juga tak mengeluarkarkape tetapi
mempersilakan polwan berjilbab. Republika seakampdelapat
bahwa kebijakan yang diambil Sutarman memang sshgau
diberikan sejak dahulu, karena menggunakan jilbabrupakan
perintah agama dan hak asasi yang dijamin dalam L@45.

“Kini kesempatan sudah terbuka lebar. Pemimpinedidaga

Bhayangkara itu telah mempersilakan anggotanya yang

Muslimah untuk menggunakan jilbab dan memakainyat sa

bertugas sekalipun. Kesempatan baik yang telahrjdgregkan

ini hendaknya diambil sesegera mungkin,” (Tajuk tfeixa,

edisi 20 November 2013).

Wartawan Republika mencari dan menuliskan pendapat
narasumber yang senada untuk memperkuat pendapebeyeerti
menurut Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Awiy8ab.
Setiyono berharap polwan dapat memanfaatkan kesampartinya
berjilbab dengan menggunakan rok panjang, celangmpg dan baju
lengan panjang. Wartawan Republika seolah mendiaginagar

polwan tidak melewatkan kesempatan yang diberilegoki. Banyak

pihak telah ikut memperjuangkan perizinan penggarndbab bagi
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polwan, dengan jangka waktu tidak singkat hinggairala direstui
Kapolri Sutarman.
Berita berjudul Kapolri Janji Terbitkan Perkap Jilbab

Berita kembali menjadheadline di Surat Kabar Republika. Isi
berita mengenai teknis penantian terbitnya peratiegolri (perkap)
serta masih berpusar pada syarat-syarat jilbab gaumakan polwan
saat bertugas. Republika mengawali berita dengéimaia Kapolri
Jenderal Sutarman berjanji mengeluarkan peratui@polk guna
memperkuat aturan perizinan jilbab. Narasumbertdodrerasal dari
anggota Kepolisian Republik Indonesia yang meresppositif
kebijakan Sutarman serta mengharap segera adappeakiakapolri.
Harapan senada disampaikan Republika yang ditulidkéam tajuk.

“Kita harapkan, kebijakan yang disampaikan KapSlitarman

ini, hendaknya bisa segera ditindak lanjuti dengiggbitkannya

Peraturan Kapolri (perkap) mengenai aturan jilbab hal ini

sangat penting, mengingat kebijakan yang disampasetara

lisan terlalu gampang dilupakan. Dan ketika bergant
kepemimpinan, maka berganti pula kebijakan,” (Tajuk

Republika, edisi 20 November 2013).

Republika menganggap perkap sangat penting untuk
memberikan kekuatan hukum bagi aturan penggunbmabji Perkap
juga bisa menjadi acuan dan referensi bagi pemimpin berikutnya.
Tak kalah penting dari perkap, permasalahan anggpesgadaan
jilbab polwan juga menjadi pembahasan dalam penaaeriini.

Anggota Komisi Il DPR Achmad Yani mendorong agaggaran

penyediaan jilbab bagi polwan segera tersedia.
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4.2.3. Substans Berita Menunda Penggunaan Jilbab
Berita berjudul Jilbab Polwan Ditunda

Berita berjudul Jilbab Polwan Ditunda, mejdwiadline Surat
Kabar Republika. Berita tersebut mengejutkan beablegjangan yang
ikut memperjuangkan perizinan jilbab bagi polwamtdr belakang
penulisan berita ini mengenai inkonsisten Polriadalmemberikan
izin polwan berjilbab. Jilbab sempat tidak diizinkenamun setelah
banyak pihak bertindak akhirnya kapolri memberniziemakaian
jilbab bagi polwan. Terdapat kebijakan penunddaalji yang termuat
dalam telegram rahasia, ditanda tangani Wakil keepalri Komisaris
Jenderal Oegroseno.

Republika mengawali berita dengan kalimat, Kepafisi
Republik Indonesia (Polri) menunjukkan sikap ganglalam
pemberian izin bagi polisi wanita (polwan) untukjitieab. Melalui
tajuk, Republika menyampaikan kecurigaannya tenkstgmpok anti
jilbab di internal Polri.

“Kecurigaan akan adanya kelompok ini muncul karena

perjuangan umat Islam agar institusi Polri mepaksih polwan

berjilbab mendapatkan halangan yang kuat. Banyadaal yang
disampaikan untuk menghalangi polwan berjilbab. &lwdari
mengganggu gerak polwan di lapangan hingga ketidak
kompakan di jajaran polri. Padahal polwan di Aceldah
membuktikan bahwa polwan berjilbab tetap kompak tidak
mengganggu kegesitan,” (Tajuk Republika, edisi Zdbaber
2013).
Republika berpendapat, bahwa kelompok anti jilodana

memandang persoalan jilbab tidak sekadar penutupt,atetapi
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sebagai keberhasilan memasukkan ideologi Islamndailastansi
kepolisian. Pendapat tersebut dikarenakan kebijdapolri dalam
memberikan izin penggunaan jilbab bagi polwan teake tidak
konsisten. Disertai alasan penundaan tidak didgsariimbangan
yang kuat, seperti teknis kekompakan seragam dgeskan polwan
bekerja di lapangan.

Pada akhir pemberitaan, Republika memunculkan ppetadtari
anggota kepolisian dan lembaga keislaman yang tektkju atas
penundaan penggunaan jilbab bagi polwan. Repubékéat ikut
kontra terhadap penundaan tersebut, isi pemberitaamampilkan
kronologi perizinan hingga penundaan jilbab polwRepublika juga
menyajikan kronologi dan pendapat dari anggota lk@po yang
tidak sesuai dengan pernyataan kapolri sebelumrgmg ytelah
mengizinkan penggunaan jilbab.

Berita berjudul Kapolri Harus Revis Telegram Jilbab

Republika meletakkan berita pada halaman dua rutaskonal.
Narasumber yang ditampilkan dalam berita kebanyakarsikap
kontra terhadap penundaan jilbab polwan, merekagmgmkan
pertemuan untuk membahas telegram tersebut. Padh lzemita,
Republika menuliskan sikap parlemen melalui wakiula komisi Il
DPR RI, yang meminta Polri merevisi telegram rahasian

menganggap alasan menunda pemakaian jilbab tiddisatikan
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pertimbangan kuat. Strategi tersebut untuk mempérpendapat
Republika yang menyatakan

“Alasan teknis penundaan hanya karena alasan kgsara

sangatlah tidak rasional. Sebab, jajaran polwang yegin

berjilbab dipastikan akan rela merogoh kocek pribaatuk
menjaga keyakinan agamanya,” (Tajuk Republika, ie&is

Desember 2013).

Pada pertengahan berita, wartawan menuliskan pahdap
narasumber yang menginginkan dan menganggap pguitigmuan
dengan Polri, guna mendapat kejelasan dan tujuamumda
penggunaan jilbab bagi polwan. Republika memilighgapat dalam
menanggapi permasalahan penundaan jilbab.

“Alasan Polri melakukan penundaan dengan alasamistek

pengadaan jilbab yang belum seragam harus diujiR DP

sebaiknya memasukkan anggaran pengadaan jilbabk untu
polwan pada 2014. Jika anggaran sudah disetujuianaftan
bisa dilihat apakah alasan menunda jilbab ini meppersoalan
teknis keseragaman atau memang kuatnya kelompokllaab

di Polri,” (Tajuk Republika, edisi 2 Desember 2013)

Republika seolah menjadi wadah bagi berbagai oyang tidak
setuju dengan penundaan penggunaan jilbab polwamalune
pemilihan narasumber berita. Republika juga seat@njadi bagian
dari narasumber yang kontra akan hal tersebuihaenbada isi tajuk
mencerminkan sikap tidak setuju dalam menanggapsopan
penundaan jilbab.

4.3. Analisis Konteks Sosial

Analisis konteks sosial menjadi dimensi ketiga salwacana model

van Dijk. Konteks sosial memandang perlunya melakukanalisis
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intertekstual dengan meneliti bagaimana wacanadiksi dan dikonstruksi
masyarakat, karena hal tersebut merupakan bagian whcana yang
berkembang dalam masyarakat. Menurut van Dijk (ddaiyanto), terdapat
dua poin penting dalam analisis konteks sosialtuykékuasaan dan akses
(Eriyanto, 2001: 271).

Van Dijk mengartikan kekuasaan sebagai kepemilikang dimiliki
suatu kelompok atau anggota untuk mengontrol ketdmgari kelompok
lain. Kekuasaan bisa berbentuk langsung dan jugaugsif, seperti tindakan
seseorang untuk secara tidak langsung mengontraigade jalan
mempengaruhi kondisi mental, seperti kepercayakap sdan pengetahuan.
Van Dijk memberi perhatian besar pada akses dirantaasing-masing
kelompok dalam masyarakat. Kelompok elit akan mergauakses lebih
besar dibanding kelompok tidak berkuasa. Kelompdik mempunyai
kesempatan lebih besar untuk memiliki akses padhantan berkesempatan
mempengaruhi kesadaran khalayak (Eriyanto, 2002). Berikut analisis
konteks sosial pemberitaan penggunaan jilbab bzgign:

a. Kekuasaan
Mayoritas masyarakat Indonesia umat Muslim, yangjorgung
nilai keagamaan dalam kehidupan. Hal tersebut dajildiat dari
banyaknya ustaz, ulama, dan organisasi kemasyarakatmas) Islam.
Mereka menyampaikan ajaran Islam kepada masyaraidatui berbagai
media, dengan berbagai materi, seperti perintahutapnaurat bagi

wanita Muslim, salah satunya dengan jilbab.
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Jilbab dalam Islam dipandang masyarakat sebagaigrakenutup
aurat wanita Muslim. Masyarakat memperoleh pegetgesebut melalui
kegiatan komunikasi dengan tokoh agama atau ses@syarakat, selain
itu mereka juga mendapat pengetahuan dari bukwrahg dan hadits.
Allah memerintahkan perempuan Muslim untuk menudmpjibab pada
tubuh mereka, sehingga mereka dikenali sebagamper@n baik-baik
dan tidak memancing orang lain untuk menggangg@fldamal, 2010:

475). Perintah tersebut telah tertulis dalam stékahzab ayat 59:

=L OV CHOCWwWa F & O&e-00i%0e0
A&, o €C o000 [ER NS EER dm INPST e
¢ xvV GO AR €COM@a I ol - 10XV X Jm
JIRSRN Ol & ONdéR VO TTORG
RNEN, @O0 g Ol RN RNEO N OMHRA
oXlev HIMoeBOr=>RQ O @O%r00
+ o >Hoaxl<h o0 L 2INTERY 1 1723 N©)
RG> & TO0N, 00 S-xOU> AXN
Artinya: Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimuanak-anak
perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendbklanereka
mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". graemikian itu
supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karenangveka tidak di
ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Makaydyang
(Departemen Agama RI, 1971: 678).

Kewajiban yang harus dijalankan tersebut tidak redloya dapat
dilaksanakan oleh wanita Muslim Indonesia. Terdapatmasalahan
mengenai penggunaan jilbab pada instansi kepolisiakni mengenai
desakan perizinan jilbab bagi polwan. Desakan betsenuncul sejak
pertengahan 2012 ketika Jenderal Timur Pradopo hmasenjabat
sebagai Kapolri. Surat keputusan (SK) Kapolri No I:Po

Skep/702/1X/2005 tentang penggunaan pakaian dioas dadn Pegawai
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Negeri Sipil (PNS) Polri, secara eksplisit tidakués larangan berjilbab.
Semua anggota harus mengenakan seragam yang itelatiulchn, tetapi
berjilbab tidak terdapat dalam SK tersebut. Sedamalisit, berjilbab
dilarang bagi anggota polwan selama berada dalaktuwdinas, akan
tetapi peraturan tersebut tidak berlaku pada kejpoli daerah Aceh.
Sejak 2004 polwan Aceh diperbolehkan berjilbab,ekar peraturan
daerah mewajibkan wanita menutup aurat.

Perbedaan wilayah penerapan SK Kapolri dinilainteteelanggar
hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-undzasar (UUD)
1945. “Ini jelas melanggar HAM universal yang diakidunia dan
ditegaskan dalam wundang-undang dasar kita,” kataggpar di
Universitas Muhammadiyah Mataram, Ira Mariyah Ulfgdalam
Republika online) (Damhuri, diakses 17 Maret 2014). Negara menjamin
hak menjalankan ibadah menurut agama dan kepercalgam UUD
1945 pasal 29 ayat 2, dan sila pertama pancaslaydk kalangan yang
memperjuangkan perizinan jilbab bagi polwan, dasisyarakat hingga
anggota DPR.

Perjuangan perizinan jilbab mendapat titik terangdgp 20
November 2013. Kapolri Jenderal Sutarman membaeri sSecara lisan
pada polwan untuk berjilbab saat berdinas, syasatngdel dan warna
jilbab harus sama dengan polwan Aceh. Polwan jugraishmembeli
seragam jilbab sendiri karena Polri belum mengarkgga dana

pengadaan seragam tersebut. Keputusan Sutarmanapaencespon
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gembira dari berbagai kalangan, tak terkecuali polw tetapi
kebahagiaan tersebut tidak bertahan lama. Pada ®@nhber 2013,
terbit telegram rahasia yang ditanda tangani Wadkiapmmjen Pol
Oegroseno, berisi enam imbauan kepada polwan umtekunda
penggunaan jilbab. Sutarman menyatakan banyak pommengenakan
jilbab warna-warni ketika bertugas, karena itu ierasa perlu mengatur
dan merumuskan penggunaan jilbab polwan. Selaibétum ada dana
penyediaan seragam jilbab, karena Polri baru makgajke DPR dan
rencananya dimasukkan dalam anggaran 2014 (Prambddi 30
November 2013). Sikap tidak konsisten tersebut mpadrespon negatif
dari berbagai kalangan. Terlebih saat Sutarman atekgn,

“Insya Allah tidak berdosa karena termasuk kitaetasan hak asasi
kita ini, karena memproklamirkan diri menjadi anggBolri.”

Sutarman mengimbau polwan tetap mematuhi peratgaag ada
saat ini, yakni tidak mengenakan jilbab dalam smmagkepolisian.
Sutarman juga mengatakan, polwan yang tidak memdkab dalam
seragam dinas bukanlah dosa, karena telah mempiddandiri sebagai
anggota polisi. Pernyataan tersebut mendapat tpaggaari Ketua
Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ahmad Cholil Ridwan.

“Kapolri tidak punya kapasitas dalam menyatakaal $®rdosa

atau tidak berdosa. Kapolri bukan Ulama, keculh pernyataan

Kapolri mengutip ulama atau berdasarkan salah agat di Al

guran,” ucap Cholil (Hazliansyah, diakses 17 Mafkt4).

Pendapat lain disampaikan pengamat hukum pidana dar

Universitas Islam Indonesia (Ull) Yogyakarta, Muzakenurutnya,
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tidak ada kerugian akibat para polwan menggunaliabj Penelitian
menyebutkan kebebasan menjalankan ibadah seplattidsdingkungan
kerja berdampak positif pada kinerja seseorangalielya, bila dilarang
maka akan menimbulkan produktivitas turun dan derjpanyak
kesalahan dalam bekerja (Iman, diakses 17 Maret)201

Pada pemberitaan mengenai penggunaan jilbab blgapaterjadi
praktik kekuasaan antara anggota instansi kepoligéamg menjunjung
surat keputusan kapolri dan telegram rahasia, dengaat Muslim
Indonesia. Dominasi kekuasaan yang lebih besar likimbleh
masyarakat Muslim, karena Indonesia dikenal sebaggara dengan
mayoritas beragama Islam. Karena apabila terd&oaasg Muslim yang
mengalami pemasungan hak menjalankan ibadah, past Muslim
lainnya akan membantu menegakkan kebenaran. Mglahjelasan di
atas, terlihat wacana yang berkembang dan berpgmgaialam
masyarakat, terlebih jika menyangkut kepentinganiklyacana tersebut
dijadikan wartawan untuk menyusun berita yang wituMasyarakat
tetap menginginkan kapori mengizinkan penggundbaljibagi polwan
dan tidak perlu adanya penundaan lagi. Menutup taomarupakan
kewajiban bagi umat Muslim dan bagian dari hak ydijgmin UUD
1945, selain itu berjilbab memiliki banyak manfdatipada keburukan.

b. Akses
Berita tidak muncul dengan sendirinya, terdapatuskbproses

yang melibatkan pemikiran wartawan dan bahkan Kkepgan media,
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sehingga wartawan tidak bisa menyuguhkan beritpatanemerhatikan
ideologi media. Pada pemberitaan penggunaan jilbabi polwan,
Republika menampilkan pihak dominan, yakni umat IMusyang
menginginkan kapolri mengizinkan polwan berjilbaPihak yang
mendominasi kekuasaaan memiliki akses lebih besda media, seperti
Surat Kabar Republika. Hal tersebut tidak terlepei ideologi
Republika yang bercirikan keislaman.

Pemberitaan yang dituliskan wartawan kabanyakan ilinem
narasumber pro terhadap perizinan penggunaan jpodkan dan tidak
menginginkan adanya penundaan. Republika seolahghmetik dan
membangun citra negatif kepolisian dengan menuliskgendapat
narasumber yang menyatakan, seandainya Polri ni@akpelarangan
pemakaian jilbab, tentu ini akan melanggar konsititDitambah dengan
dugaan tindak pelecehan oleh atasan Polri terhagapvan,
penyalahgunaan dana pengadaan simulator suratmemgemudi oleh

anggotanya yang ramai diperbincangkan media massa.



